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KATA PENGANTAR

I Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Laporan ini memiliki arti strategis
yang khusus karena disusun pada masa transisi perencanaan, yang menjembatani capaian I
I akhir Renstra 2021-2026 dengan peletakan fondasi awal bagi Renstra 2025-2029. Melalui
laporan ini, BPBD berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap keberhasilan pencapaian
I indikator kinerja pada periode sebelumnya menjadi landasan kuat bagi akselerasi target I
pembangunan lima tahun ke depan yang lebih responsif dan akuntabel.
Sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) I
I dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB)
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan I
I Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan
I Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan I
yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan
dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten I
I Luwu Timur tahun 2025-2029.
Renstra BPBD menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
I evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja BPBD pada periode tahun I
2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kab. Luwu Timur,
dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam I
I Penanggulangan Bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dan dan Indeks
Capaian SPM Sub Urusan Bencana dan 1 (satu) sasaran pendukung yaitu Meningkatnya
akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dalam I
I pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan-tantangan
I yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien. I

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang
prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan
merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan
pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan
ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap
berbagai program kerja pada Tahun Anggaran 2025, sebagai perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan
strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat
bermanfaat, khususnya bagi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi

“LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA"”

MiSI

MISI Ke- 4 RPIJMD \
“Meningkatkan Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup Yang Terintegrasi™

MISI Ke- 5 RPJMD
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
\ Melayani. Efektif. Efisien dan Bersih Melalui J

Meningkatnya kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat
daerah

Meningkatknya kualitas layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan

Meningkatnya penanganan bencana pada
saat tanggap darurat

Meningkatnya penanganan pasca bencana

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan
Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai
Tugas dan Fungsi

N e i — — — — — — — — — — — — — — — ——————

NOTIFIKASI :
Tercapai

ﬂ

111

P T I T e S
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NILAI AKIP Perangkat Daerah = 81,24 (A)
Baseline LHE AKIP Triwulan IV Tahun 2025

Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan
Edukasi Rawan Bencana = 100%

Persentase Penanganan Tanggap Darurat
Bencana = 100%

Persentase Penanganan Pasca Bencana = 100%

Tanggap. Tangbas. Tangguk



10.

11.

Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
masyarakat tentang potensi bencana, risiko,
dan langkah-langkah penanggulangan bencana

Meningkatkan kesadaran masyarakat,
mempersiapkan masyarakat terhadap potensi
bencana, dan mengurangi dampak yang
ditimbulkan

Terlaksananya pencarian dan penyelamatan
korban, pertolongan darurat, evakuasi korban,
serta pemenuhan kebutuhan dasar dan
perlindungan bagi korban bencana

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama
seluruh pihak terkait dalam penanggulangan
bencana, serta meningkatnya kapasitas
kelembagaan bencana melalui penyusunan
regulasi, penguatan kelembagaan, kerja sama
antar lembaga, pengelolaan sistem informasi,
pembinaan, dan pengawasan

Tersedianya dokumen perencanaan,
penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi
OPD

Tersedianya laporan keuangan perangkat
daerah

Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah,
perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan,
pengamanan dan pemeliharaan aset, serta
penyusunan neraca yang akuntabel.

Tersedianya data dan informasi kepegawaian
yang akurat, pengembangan kompetensi
aparatur, serta terlaksananya proses
administrasi kepegawaian yang efisien.

Tersedianya fasilitas dan layanan yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi
perangkat daerah

Tersedianya kebutuhan barang milik daerah
yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah

Tersedianya jasa penunjang yang mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
perangkat daerah

. Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam

kondisi baik

— e e e e e e o e e e e =

N e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Ee e e e e e e e e e e e e e e e e =

~

~

IR

-

10.

1.

12.

Persentase warga negara yang memperoleh
layanan informasi rawan bencana = 100%

Persentase warga negara dan aparatur yang
memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana =100%

Persentase warga negara yang mendapatkan
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana yang responsif gender = 141,06%

Persentase Sistem penanggulangan bencana
berjalan dengan efektif dan efisien = 100%

Persentase ketercapaian target kinerja
perangkat daerah = 99,83%

Persentase Realisasi Anggaran = 93,79%

Persentase aset teradministrasi =100%

Persentase dokumen kepegawaian sesuai
standar = 100%

Persentase layanan administrasi tepat waktu =
100%

Persentase kesesuaian pengadaan barang
dengan rencana kebutuhan = 100%

Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan
=100%

Persentase barang dipelihara secara berkala =
98,50%

Tanggap. Tamghas, Tamggah
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GEMPA

Kejadian Gempa Bumi di Kab. Luwu Timur sejak 1
Januari 2025 s.d 31 Desember 2025 sebanyak 530
kejadian dengan Magnitudo 1,3 s.d 4,5 dan terjadi
di 11 Kec. yaitu Malili, Mangkutana, Kalaena,
Tomoni, Tomoni Timur, Wasuponda, Angkona,
Wotu, Nuha, Towuti, dan Burau (tidak terdapat
korban jiwa).

KEBAKARAN RUMAH

Kejadian Kebakaran Rumah di Kab. Luwu Timur
tahun 2025 sebanyak 16 kejadian dan yang
terparah adalah Kejadian Kebakaran Rumah di Desa
Soroako Kec. Nuha dengan jumlah korban sebanyak
48 Rumah, 141 KK, 457 Jiwa yang terjadi tanggal 27
Agustus 2025.

CUACA EKSTRIM

Kejadian Cuaca Ekstrim di Kab. Luwu Timur tahun
2025 sebanyak 38 kejadian dan yang terparah
adalah Kejadian Cuaca Ekstrim di Desa Kalosi Kec.
Towuti dengan jumlah korban terdampak 30 unit
Rumah, 38 KK, 149 jiwa yang terjadi 17 Oktober

2025.




BANIJIR

Kejadian Banjir di Kab. Luwu Timur Tahun 2025
sebanyak 23 kejadian dan yang terbesar adalah
Kejadian Banjir di Desa Lagego, Lauwo dan Burau
Pantai Kec. Wotu dengan jumlah korban terdampak
125 rumah dengan 125 KK dan 419 jiwa yang terjadi
tanggal 10 Juli 2025.

TANAH LONGSOR

Kejadian Tanah Longsor di Kab. Luwu Timur Tahun

g" 2025 sebanyak 14 kejadian yang terjadi di Desa
/ A Kasintuwu Kec. Mangkutana 9 kali kejadian
'.,2.- (“ S (kejadian berulang dilokasi yang sama), Kec. Malili 2
kali kejadian (Desa Harapan dan Tarabbi), Desa

Ledu-Ledu Kec. Wasuponda 1 kali kejadian dan
Desa Tawakua Kec. Angkona 1 kali kejadian.

PENCARIAN ORANG HILANG

Pencarian orang hilang Tahun 2025 sebanyak 8
kejadian dengan korban jiwa sebanyak 3 org (MD) dan
5 org berhasil ditemukan yang terjadi di Kec. Tomoni,

Kec. Mangkutana Kec. Burau, Kec. Angkona, Kec.
Malil.

l"’} e KEBAKARAN LAHAN
i wﬁ’ b

4 | Kejadian Kebakaran Lahan yang terjadi di Kab. Luwu
E B { « ¢ Timur Tahun 2025 sebanyak 7 kali kejadian akibat
M pembukaan lahan dan pembakaran sampah.
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Laporan Rinevja T4, 2025

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban akuntabilitas atas

pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan undang-undang. Laporan

ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang
berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi strategis, di mana setiap OPD
menyelesaikan target akhir periode perencanaan 2021-2026 sekaligus
mempersiapkan landasan pacu bagi dokumen perencanaan baru, yaitu Renstra
Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja ini menggambarkan keterkaitan antara kinerja
yang dihasilkan pada sisa periode perencanaan sebelumnya dengan upaya awal
pencapaian tujuan dan sasaran baru, mencakup evaluasi capaian target indikator
kinerja utama (IKU), efisiensi penggunaan anggaran, serta efektivitas reformasi

birokrasi dalam meningkatkan pelayanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 didasarkan pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mengingat posisi tahun ini
sebagai tahun transisi, laporan ini menyelaraskan evaluasi atas Renstra 2021-2026
dengan persiapan implementasi Renstra 2025-2029 yang telah disusun berdasarkan
mandat [RPJMD/RPJMN] terbaru. Hal ini dilakukan untuk menjamin integrasi,

sinkronisasi, dan sinergitas antara capaian kinerja masa lalu dengan proyeksi

kebutuhan strategis organisasi di masa mendatang.
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dipimpin oleh Kepala Badan
yang secara ex officcio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan
tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas dan fungsi

sebagai berikut :

Tugas : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,

Fungsi ;- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat
dan tepat, efektif dan efisien;

- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk
melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana
terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025
didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 48 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara
(ASN) 20 orang, PPPK 25 org dan Tenaga Upah Jasa 3 orang (Cleaning Service 1
orang, Sopir 1 orang dan Tim Reaksi Cepat 5 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada

diagram berikut :

=~
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PENDIDIKAN
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Grafik. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025
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Grafik. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025
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Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025

KEPALA PELAKSANA

Lapornan Rinevja T4 2025
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Lembaga
Pemerintah Non-Departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di
daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan
yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan
Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi
dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/
Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun
2005.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang
penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap
orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. UU ini juga
mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga
internasional dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang atau Peraturan ini
dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan
bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan
Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses
pemulihan pasca bencana diatur di dalamnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk
penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari
pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru.Dimana
perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan
bencana dan berfokus pada pengurangan resiko serta penanganan korban. Kinerja
organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan
pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. BPBD
Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang
dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan
penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu
Timur diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan
pemerintahan yang baik.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur
aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah
tidak perlu birokrasi adminitrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang
terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika
bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas
BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga
melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana, sampai pasca bencana.
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Tanggap, Tamghas, Tangguk
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan
unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 telah diatur tugas pokok dan
fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur antara
lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan
bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana
dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun dalam

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan antara lain :

Belum optimalnya pengolahan data lingkup bidang

2. Keterlambatan proses pengadaan barjas sehingga mempengaruhi realisasi
kinerja dan keuangan

3. Terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangan dan kinerjanya yang
belum maksimal karena sifatnya disediakan

4. Pelaksanaan kegiatan tidak mengacu kepada ketersediaan anggaran kas dan
rencana aksi

5.  Keterlambatan proses penyelesaian administrasi keuangan.

Tanggap, Tanghas, Tangguk
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Laporan Kinerja Tahunan ini pada dasarnya adalah suatu media untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran
2025. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2025
yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang

merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya,
terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap
dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk

masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan sistematika

penulisan dengan bagan sebagai berikut :

Tanggap, Tanghas, Tangguk
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PENDAHULUAN

(memuat tentang gambaran umum organisasi dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama organisasi dan sistematika pelaporan dan .

sekilas pengantar lainnya)

| PERENCANAAN KINERJA

i (memuat tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

: bersangkutan)

[rrrr e e e
| Target Kinerja Perjanjian Kinerja

| 2025-2029 Perubahan Tahun

: 2025

|

|

-

AKUNTABILITAS KINERJA

(memuat tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja

sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan)

PENUTUP

(Memuat tentang simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang
dilakukan untuk meningkatkan kinerja)

Referensi Bab

@

— G

@D
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eningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap

perangkat daerah, termasuk BPBD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman

program pada Renstra 2025— 2029. Program pada Renstra BPBD periode
2025-2029 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan
Program Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Urusan Bencana dan disesuaikan juga dengan Program Prioritas (KP1) Kepala
Daerah. Demikian halnya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, juga mengalami
perubahan dan disesuaikan dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih. Pada Dokumen Renstra BPBD 2025-2029, mencakup 1 (satu sasaran yaitu
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana sedangkan Renstra
sebelumnya 2021-2026 terdiri atas (dua) sasaran utama yaitu Meningkatnya
Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dan Meningkatnya Layanan SPM Sub

Urusan Bencana.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD
Kabupaten Luwu Timur 2025-2029. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan
dan mengarahkan sumber daya BPBD dalam mewujudkan peran BPBP sebagai
pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu
Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta
Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh. Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran
BPBD dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2025-
2029. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2029 atau
setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk

mencapai visi dan misi.

Tanggap, Tanghas, Tangguk
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Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada
masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke
depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya
agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada periode Renstra 2021-2026 adalah
“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” sedangkan Visi pada periode
Renstra 2025-2029 adalah :

“LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA”

Penyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk
mewujudkan visi. Kondisi saat ini bahwa terjadi perubahan Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga OPD terkait termasuk
BPBD melakukan penyesuaian terkait hal tersebut. Adapun Misi yang
diemban oleh BPBD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD
Kabupaten Luwu Timur pada periode Renstra 2021-2026 adalah :

Misi Ke-3 RPJMD yaitu Menyediakan Infra struktrur daerah yang memadai
dan lingkungan yang berkualitas dengan Sasaran “Terpeliharanya Kualitas
Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Misi Ke-4 RPJMD yaitu Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik
yang Lebih Baik dengan Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan

Keungan serta Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Tanggap, Tanghas, Tangguk
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Pernyataan Misi pada Periode Renstra BPBD 2025-2029 dengan periode
sebelumnya mengalami perubahan, namun masih terkait dengan Lingkungan Hidup

dan Ketahanan Bencana sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

K MISI Ke- 4 RPJMD \

“Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan
Hidup Yang Terintegrasi”

Sasaran 12 RPJMD
“Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap
Bencana dan Dampak Perubahan Iklim”

N /
a N

MISI Ke- 5 RPJMD
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif,
Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital”

Sasaran 13 RPIMD
“Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah”

\ /

1.  Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau
bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur.
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus
didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran

yang ditetapkan.

Tanggap, Tanghas, Tangguk
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Indikator Kinerja Sasaran pada Periode Renstra 2021-2026 dan Renstra Periode
2025-2029, terkait Indeks Ketahanan Daerah tidak mengalami perubahan karena
masih relevan digunakan dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Kepala Daerah
dan merupakan Indikator Kunci Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan
ketangguhan dan meminimalisir dampak bencana. Demikian halnya dengan Indikator
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana masih tetap digunakan karena merupakan
Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana. Sedangkan Indikator Nilai AKIP Perangkat
Daerah wajib digunakan karena merupakan instrumen utama untuk mengukur
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan serta untuk memastikan pengelolaan kinerja yang transparan

dan berorientasi pada hasil.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target
Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025 — 2029 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan
Misi yang diemban oleh BPBD Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tanggap, Tanghas, Tangguk
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Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029

6 7 8 9 10 11 12

Menurunnya

Tingkat Risiko Indeks Risiko 133,38
Bencana Bencana (IRB) (Sedang)
Daerah

I
Ketahanan e 0,66 0,68 0,70 0,72 0,75 0,8 0,75
Meningkatnya Daerah (IKD) (Sedang) (sedang) (sedang) (sedang) (sedang) (sedang) (Tinggi) (Sedang)
Kapasitas Daerah
Dalam

126

132 130 128 127 126 125 (Sedang)

Penanggulangan

Bencana Indeks Capaian
SPM Sub Urusan 100 100 100 100 100 100 100 100
bencana (%)

Meningkatnya

Akuntabilitas NILAI AKIP
Kinerja Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah

67,77 70,01 70,42 71,82 73,30 74,50 76,10

(B) (BB) (BB) (BB) (BB) (BB) BB) 7450 (BB)

fieKHLA> Tanggap, Tanghas, Tangguh
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B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra
dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini
melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian
sasaran strategis, di tahun 2025 disusun perjanjian kinerja perubahan sebagai
dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan
kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran
kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.
Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan
dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari

setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 telah mengacu kepada Renstra
Periode 2025-2029 namun indikator yang diperjanjikan didalamnya masih sama
dengan Indikator dalam Perjanjian Kinerja Pokok Tahun 2025 yang
berdasarkan pada Periode Renstra 2021-2026. Dalam artian bahwa tidak ada
perubahan indikator antara Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 dengan

Perjanjian Kinerja Pokok 2025.

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan
kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun

2025, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

m SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
- 2 ) (4)

Indeks Ketahanan Daerah 0,66
(IKD) (sedang)
Meningkatnya Kapasitas Daerah
Dalam Penanggulangan Bencana Indeks Capaian SPM Sub

0,
Urusan bencana (%) 100%

Meningkatnya Akuntabilitas -
! Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah 76 (BB)
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Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang
telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 didukung
dengan pembiayaan APBD-P Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 13.336.980.180,-
(Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh
Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), terdiri dari belanja pegawai Rp 2.512.600.693,-
belanja barang dan jasa Rp. 2.286.234.187,- , belanja Hibah Rp 10.000.000,- dan
belanja modal Rp 8.528.145.300,-.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kab/Kota

3.670.039.230,- APBD-P

. Program Penanggulangan Bencana 9.666.940.950,- APBD-P
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aporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan

capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam

satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu pertama, Prinsip Lingkup
Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan
harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing
dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, kedua, Prinsip Prioritas,
yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan
relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang
diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, ketiga, Prinsip Manfaat, yang
mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya
penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian
kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk
penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran
capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan
program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang
digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana
Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
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3.1 Capaian Kinerja Organisasi
a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2025 merupakan tahun transisi sehingga dalam melaporkan akuntabilitas
kinerja tahun ini, OPD menggunakan Mekanisme Penyelarasan (mapping). Capaian
kinerja pada pada triwulan I, Il & Ill diukur berdasarkan parameter Renstra Lama
(2021-2026), sementara progress pada triwulan IV diakselerasi berdasarkan indikator
Renstra Baru (2025-2029). Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang
telah digunakan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara linier terhadap target
organisasi yang terbaru.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi
terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah
disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu
Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari

setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel. 4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

AA >90 Sangat memuaskan

A >80-90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi,
dan sangat akuntabel

BB >70-80 Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki
sistem manajemen kinerja yang andal

B >60-70 Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki

sistem yang dapat digunakan untuk manajemen
kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

CcC >50-60 Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup
memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk
pertanggung jawaban

C >30-50 Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,
memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu
banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

D 0-30 Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, periu
perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dapat
dilihat dalam tabel berikut :

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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Tabel. 5
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

REALISASI
INDIKATOR TARGET CAPAIAN
NO SASARAN KINERJA 2025 TIZ\(;-IZL;N (%) NOTIFIKASI
1 2 3 4 5 6 7
Indeks Ketahanan
Meningkatnya Daerah (IKD) U e (20 @

Kapasitas
1. Daerah Dalam
Penanggulangan  |ndeks Capaian
Bencana SPM Sub Urusan 100 99,51 99,51 @
bencana (%)

Meningkatnya
Akuntabilitas

Co Nilai AKIP

2.  Kinerja Perangkat Daerah 76 (BB) 81,24 (A) 106,8 @
Perangkat
Daerah

Keterangan: @ Mencapai/Melampui Target; @ Belum Mencapai Target

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan
sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan
pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa
capaian indikator outcome. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai
pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja
utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung
mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran
program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan
manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan
capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber
daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian
penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber

daya keuangan dan sumber daya manusia.

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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Sasaran Strategis |

Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan
Bencana

4+ INDIKATOR 1 : INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)

INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0

NILAI

Target Realisasi
B Tahun 2025 0,66 0,66

Grafik. 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis | Tahun 2025

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sampai Dengan Tahun
2025

Tahun 2025 merupakan tahun transisi penyusunan Renstra Periode 2021-2026
dengan Renstra Periode 2025-2029, sehingga terdapat beberapa perubahan mulai dari
Visi, Misi, Sasaran, Indikator maupun target kinerja. Meskipun terdapat perubahan
indikator dan target, namun perangkat daerah tetap menjamin adanya keselarasan
antara visi, misi dan sasaran strategis yang baru. Dan perubahan ini justru
memperkuat fokus BPBD dalam Penurunan Indeks Risiko Bencana melalui
Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Olehnya itu Indikator
Kinerja Sasaran BPBD pada Renstra 2025-2029 masih sama dengan Renstra 2021-
2026 dan tidak mengalami perubahan kecuali target yang menyesuaikan dengan
realisasi atau baseline tahun sebelumnya. Hal ini karena indikator tersebut masih
relevan untuk digunakan dan merupakan indikator tertinggi dalam penanggulangan

bencana.
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Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut :  “Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71
indikator dan 284 pertanyaan”

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan
Daerah dengan target tahun 2025 adalah 0,66 dan realisasi sebesar 0,66 dengan
persentase capaian kinerja 100%.

Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan Penilaian Indeks
Ketahanan Daerah (IKD) secara mandiri yang dilaksanakan pada Bulan Nopember
melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dan Finalisasi yang diikuti oleh OPD
terkait. Dalam pelaksanaan FGD didampingi oleh Fasilitator Nasional dan Fasilitator
Daerah dan diperoleh hasil 0,66 (sedang). Hasil penilaian tersebut selanjutnya
diverifikasi oleh BPBD Provinsi Sulawesi-Selatan, untuk kemudian diverifikasi akhir
oleh BNPB pada Bulan Desember 2025. Adapun hasilnya akan dirilis oleh BNPB
melalui BUKU IRBI Tahun 2025 yang diterbitkan pada Awal Tahun 2025.

Capaian target tersebut diperoleh dari penginputan Tools 71 Indikator
berdasarkan baseline data 2018-2025 yang dimutakhirkan setiap tahun, dan data
tersebut bersumber dari OPD terkait seperti Bapelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas
Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, DLH, Satpol PP, Dinas
DAMKAR & Penyelamatan, TNI/POLRI dsb.

Penginputan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform
yang digunakan untuk menilai kapasitas daerah secara mandiri. Hasil IKD nantinya
tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah
sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD.

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah
dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah
tersebut kondisinya tetap. INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) merupakan bagian
dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IKD dinilai setiap tahun
untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. IKD aspek
penting: merupakan komponen pada kajian kapasitas di dalam KRB data input
dalam perhitungan IRBI. Penilaian IKD dilakukan dengan mekanisme ‘pemutakhiran’
bukan pengisian dari awal. Hasil penilaian akan diverifikasi oleh Provinsi dan BNPB,
sehingga nilai bisa berubah. Nilai IKD yang baik adalah yang selalu meningkat,

sehingga baseline yang rendah pun tidak masalah
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Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah
peningkatan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang
merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah
administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang
dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan,
Pengkaijian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat
dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas
pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat

bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di

Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan sebesar 0,95, yaitu :
- Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan
susunan perangkat daerah
- Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang SOTK BPBD
- Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang RTRW Kab. Luwu Timur

2025-2044
- Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
- Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towulti,

Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur

- Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan Hidup

- Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung

-  Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan
Bencana

- Perbup BTT Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran ,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga

- Dokumen RPJMD 2025-2029

- Dokumen Renstra BPBD 2025-2029

- SK Forum PRB Kabupaten Luwu Timur
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SOP Penyebaran Informasi dan Peringatan Dini Bencana

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur 2025-
2029

Dokumen RDTR yang berbasis kajian risiko bencana

Program/Kegiatan terkait Pengurangan Risiko Bencana pada OPD terkait
(Dinas PUPR)

2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu dengan nilai 1, pemenuhannya

terdiri dari :

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur 2025-2029

Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur

Peta Kapasitas dalam Kajian Risiko Bencana

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur 2025-
2029

3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistic sebesar 0,77, yaitu :

PUSDALOPS BPBD, Website, IG dan WA Penyebaran Informasi Bencana
Ketersediaan SOP Pusdalops

Pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana

Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun

Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun

Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun
Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD, Dinsos P3A, Dinkes dan Dinas
Pertanian & Ketahanan Pangan

Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik

Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.

SOP Ketersediaan Energi Kebutuhan Darurat Bencana

4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana sebesar 0,83 yaitu :

Penataan Ruang berbasis PRB

Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Rumah Sakit terakreditasi (RS. | Lagaligo dan RS. Primaya Hospitasl| Inco
Soroako)

Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas

Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Luwu Timur

Pembentukan Forum Risiko Bencana Tingkat Kabupaten

Forum Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Desa

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana sebesar 0,58, yaitu :
- Rehabilitasi tanggul sungai
- Normalisasi/Restorasi sungai
- Pembangunan Bendung Sungai
- Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo
Desa Mabonta)
- Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
- Pembangunan Embung
-  Keberadaan Perda No 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan & Pengelolaan
Lingkungan Hidup
-  Pelaksanaan Restorasi Sungai, Normalisasi Sungai, penguatan lereng,
pemantauan kualitas air
- Penerapan Perda No 15 Tahun 2010 ttg Bangunan Gedung
- Pembangunan Tanggul, Bronjong, Perkuatan tebing, Pembangunan
Bendung Pengendali Banjir
6. Perkuatan kesiapsiagaan & penanganan darurat bencana sebesar 0,58 yaitu :
- Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
- Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi
- Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor
TMA Sungai)
- EWS INA Tews (Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi yang Berpotensi
Tsunami)
- Pelaksanaan Simulasi, Sosialisasi, Pelatihan, Gladi kesiapsiagaan
- Sosialisasi ke Masyarakat oleh TNI
- Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Himbauan Peringatan Bencana
- RTD PT. Vale Indonesia mengenai kegagalan Bendungan
- Penentuan Status Darurat Bencana
- Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
- Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
- Pengerahan Tim SAR/BASARNAS
- Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
- Penghentian Status Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana sebesar 0,49 yaitu :

-  Perbaikan rumah penduduk (pasca bencana)
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- Bantuan Keuangan untuk korban bencana
-  SOP Rehabiltasi & Rekonstruksi
- Dokumen R3P

Mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah terkait kebencanaan
yaitu Indeks Risiko Bencana, maka BPBD beserta stakeholder lainnya mempunyai
tugas untuk menurunkan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur melalui peningkatan
Kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur melalui Penilaian
Indeks Ketahanan Daerah. Hasil dari penilaian IKD akan berpengaruh terhadap
penurunan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur. Untuk Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur
tahun 2025 masih menggunakan baseline 2024 yaitu 133,38 (risiko sedang) karena
Buku IRBI belum dirilis untuk tahun 2025.

Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami penurunan setiap
tahunnya karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya
BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah
(IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. “Jika Indeks Ketahanan Daerah
meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun”. IKD dan IRBI menjadi
RAPOR bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berinvestasi
dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran
IRB dan IKD merupakan ukuran keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan

bencana di Kabupaten/Kota.

INDEKS PER KOMPONEN KAB. Luwu Timuir,
0,95 1,00 TAHUN 823025

0,77 0,

0,49

INDEKS PRIORITAS
¥ Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

® Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

® Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

¥ Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

* Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

* Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Grafik. 4
Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2025
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Tabel. 6
Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2025
INDEKS INDEKS TINGKAT
NO. PRIORITAS PRIORITAS KAPASITAS | KAPASITAS
DAERAH DAERAH
Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0,95
2 | Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 1,00
Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan
3 2 0,77
Logistik
4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan 0.83
Bencana ’ 0,66 SEDANG
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan
5 L 2 0,58
Mitigasi Bencana
Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan
6 0,58
Darurat Bencana
7 | Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,49

Sumber Data : BNPB, 2025

2. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun
sebelumnya

Tabel. 7
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 Dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Sasaran | : Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
Target

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun
Indikator Rea 2025
Kinerja 1 Targe lisa Capai Targ Reali Capaia Tar Reali Capai Targ Reali Capa

i an et sasi n get  sasi an et sasi ian

Indeks
Ketahanan 100 133,33 106,5 100 0,66
Daerah 0,44 0,44 o 0,45 0,60 o 0,61 0,65 o 0,66 0,66 % (sedang)
(IKD)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat capaian yang terus meningkat
setiap tahun. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah dalam
mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan hal yang sangat
penting adalah pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah melalui FGD yang
dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2025 sesuai dengan Timeline Penilaian
IKD. FGD tersebut melibatkan seluruh OPD terkait. Adapun hasil FGD tersebut
kemudian akan diverifikasi oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan verifikasi akhir
oleh BNPB pada Bulan Desember tahun 2025 dan hasil yang diperoleh adalah 0,66
dengan predikat sedang. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan

didalam dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.
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Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja yang meningkat setiap
tahunnya adalah sebagai berikut :

a. Rekomendasi setiap tahun telah ditindaklanjuti
Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dilakukan melibatkan OPD terkait,
TNI/POLRI, BUMD/BUM, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui
pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) sehingga data pendukung
dapat terpenuhi.

c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dengan menetapkan Program
Penanggulangan sebagai salah satu program prioritas.

d. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Daerah.

e. Koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target
Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan
target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026 (periode Renstra 2021-2026),
telah melampaui target yang direncanakan. Dan upaya yang dilakukan adalah
melakukan pemutakhiran Nilai IKD melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah
setiap tahunnya, sehinga 7 prioritas dengan 71 indikator dapat dipenuhi secara
bertahap, yang pada akhirnya dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten
Luwu Timur. Akan tetapi Bila dibandingkan dengan target akhir pada periode Renstra
2025-2029, masih perlu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah
dalam penanggulangan bencana. Hal ini karena telah dilakukan penyesuaian target
pada Dokumen Renstra terbaru sesuai dengan realisasi tahun 2024 (Baseline data).
Adapun perbandingan antara target dan capaian pada Tahun 2025 dengan target
jangka menengah pada Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dapat
dilihat pada tabel berikut Ini :
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Tabel. 8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah
(2025 — 2029)

Meningkatnya Kapasitas

Sasaran | : Daerah Penanggulangan
Bencana % Capaian s/d
. Target Akhir 2025 terhadap
Realisasi Renstra 2029 target akhir
Indikator Kinerja 1 Realisasi sampai Renstra 2029
Tahun
2025 dengan Tahun
2025
Indeks Ketahanan 0,66 0,66 0,75 (sedang) 88%

Daerah (IKD)

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tidak ditetapkan Standar
Nasional tetapi hanya score penilaian yaitu 0,01 s.d 0,39 kategori Rendah, 0,40 s.d
0,79 kategori Sedang dan 0,8 s.d 1 kategori Tingi.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mempunyai Timeline penilaian setiap
tahunnya yaitu proses pengumpulan data dan penilaian IKD sampai dengan bulan
September, selanjutnya pengumpulan dan Verifikasi IKD bulan Oktober s.d
Nopember oleh BPBD Provinsi dan pada bulan Desember dilakukan verifikasi,
perhitungan dan publikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025
(yang dilakukan oleh BNPB diperoleh Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,66
dengan predikat sedang dari target yang direncanakan sebesar 0,66 dengan
persentase capaian kinerja 100%. Nilai yang diperoleh Kabupaten Luwu Timur lebih
tinggi jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan sebesar 0,379 (sedang) yang merupakan hasil rata-rata nilai IKD dari 21
Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi-Selatan. Dan bila dibandingkan dengan 24
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur
berada pada peringkat I. Hal ini bisa tercapai karena Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur dalam hal ini BPBD Kab. Luwu Timur telah menetapkan IKD sebagai Indikator
Kinerja Utama. Didukung dengan penganggaran untuk pelaksanaan FGD Penilaian
Indeks Ketahanan Daerah yang didampingi oleh Fasilitator Nasional dan Daerah.
Pada pelaksanaan FGD tersebut menghadirkan OPD terkait sehingga diperoleh data
dan informasi pendukung yang lebih akurat dan lengkap. Adapun perbandingan Nilai
IKD pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel. 9
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota

NILAI IKD PROVINSI
KABUPATEN/KOTA NILAI IKD TAHUN 2025 SUL-SEL TAHUN 2025

LUWU TIMUR 0,66 0,379
Luwu Utara 0,50
Kepulauan Selayar 0,48
Kota Makassar 0,48
Bulukumba 0,46
Barru 0,44
Wajo 0,44
Kota Pare-Pare 0,44
Bone 0,40
Kota Palopo 0,39
Luwu 0,39
Toraja Utara 0,38
Pinrang 0,32
Jeneponto 0,30
Enrekang 0,30
Soppeng 0,29
Gowa 0,28
Pangkajene & Kepulauan 0,28
Takalar 0,25
Maros 0,24
Sidenreng Rappang 0,24
Sinjai Tidak menilai
Tana Toraja Tidak menilai
Bantaeng Tidak menilai

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

«  Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut
yaitu :
e Ditetapkannya Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Risiko Bencana
sebagai indikator kinerja utama Kepala Daerah dan Indeks Ketahanan
Daerah sebagai indikator utama OPD teknis dalam hal ini BPBD sehingga
menjadi lebih fokus dalam pencapaiannya.
e Tersedianya Data Base (Baseline 2018-2025) berdasarkan hasil penilaian

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Telah dilakukan pemutakhiran data IKD setiap tahun oleh BPBD
Kabupaten Luwu Timur melalui pelaksanaan Forum Group Discussion
(FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan melibatkan OPD
terkait, Instansi Vertikal dan Dunia Usaha.

Terdapat beberapa rekomendasi pada penilaian IKD tahun sebelumnya
yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen R3P, Penyusunan
beberapa SOP Rehabilitasi & Rekonstruksi dsb.

Adanya koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

% Hambatan/Kendala
Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat

beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan
hanya di BPBD

Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait

Belum meratanya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder
Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan
namun belum terpetakan dengan baik

Belum maksimalnya partisipasi OPD terkait pada pelaksanaan FGD

Penilaian IKD.

%  Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah

dilakukan beberapa solusi yaitu :

Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi

dan kesiapsiagaan

melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait

Melakukan sosialisasi/lokakarya terkait IRB dan IKD

Melakukan pemetaan terkait upaya pengurangan risiko bencana yang telah

dilakukan di Kabupaten Luwu Timur

Pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD sesuai timeline.

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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< Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dalam
menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD

Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana sudah dikatakan efektif
atau berhasil, dengan melihat Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya yang dicapai melalui Peningkatan
Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks
Ketahanan Daerah (IKD). Keberhasilan tersebut dicapai melalui peningkatan
koordinasi lintas sektor dan lintas OPD. Penyelenggaraan penanggulangan
bencana bukan hanya bertumpuh pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah saja tetapi didukung oleh OPD teknis terkait, Akademisi, Dunia Usaha,

media dan Masyarakat atau (Pentahelix Kebencanaan).

TREND PENURUNAN NILAI INDEKS RISIKO BENCANA
(IRB) KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020 S.D 2025

202 =—u ;5 1

176,14

Tahun 2020 Tahun2021 Tahun 2022 Tahun2023 Tahun 2024 Tahun 2025
(tinggi) (tinggi) (tinggi) (tinggi) (sedang) (sedang)

Grafik 5
Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2020 s.d 2025
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TREND NILAI INDEKS KETAHANAN
DAERAH (IKD) KABUPATEN LUWU TIMUR

0,80 0.60 0,65 0,66
pisa
0,60 0,43 0,44
0,40
0,20
NILAI IKD
0,00
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
(sedang) (sedang) (sedang) (sedang) (sedang)
Grafik 6

Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2021 s.d 2025

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

< Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, terdapat beberapa efisiensi

angggaran yaitu :

Terkait kebutuhan logistik & peralatan penanggulangan bencana, pada
tahun 2025, BNPB memfasilitasi logistik korban bencana untuk BPBD Kab.
Luwu Timur, daftar bantuan logistik yaitu : Makanan siap saji 50 paket,
paket Sembako 100 paket (Beras 5 kg biskuit 4 bks, indomie 5 bks, corned
beef 1 klg, sarden besar 1 Ig, gula | bks, susu bubuk 1 bks), selimut 100
Lbr, Gygiene Kit 50 paket (Dewasa : Pembalut, pampers, sabun mandi,
sikat gigi, shampoo, pasta gigi, kapas telinga, deodorant, gunting kuku,
sabun cuci piring, detergent, handuk dewasa, handuk kecil, tissue muka,
tissue basah, lotion nyamuk, pembersih tangan, kain pel gerah, lap karet,
plastik sampah, stiker; Bayi/Anak-Anak : minyak telon, sabun bayi,
shampoo bayi, sikat gigi, bedak bayi, tissue bayi, pampers sachet, handuk
bayi, selimut bayi, perlak bayi, tas kancing tarik), Selimut 100 lbr, Matras
100 Ibr, Tenda Pengungsi 2 set, Tenda Keluarga 10 unit, Pompa Alkon 1
unit. Selain itu juga terdapat bantuan logistik dari BPBD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahap | yaitu : Logistik Pangan 15 paket (Gula pasir, madu, minyak
goreng, mie instant, goodie bag, air mineral). Logistik Perlengkapan

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Keluarga 15 Paket (Handuk, kain lap handuk, minyak kayu putih, pasta
gigi, pembalut Wanita, sabun mandi batang, sarung, shampoo, sikat gigi,
goodie bag). Logistik Shelter Kit (terpal) 10 lbr, goodie bag BNPB 20 Ibr,
masker medis 2000 pcs, selimut 10 Ibr, ember 20 buah, matras 5 lbr,
velbed 1 unit dan tenda keluarga 1 unit. Setelah itu juga masih terdapat
bantuan tahap Il terdiri dari : Logistik Pangan 20 Paket (Gula pasir 20 kg,
Madu 20 dus, Minyak goreng 20 Itr, Ikan kaleng 20 klg, Goodie Bag 20 lbr,
Air mineral 30 dus, Mie Instant 30 dus), Shelter Kit (Terpal 10 Ibr dan
Selimut 20 Ibr).

e Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban
bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari
BPBD, juga disediakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam
bentuk Cadangan pangan serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

e Terdapat beberapa kegiatan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan oleh
OPD dan Dunia Usaha :

a. Sosialisasi Penanggulangan Bencana dan Simulasi Gempa Bumi oleh
UPT SDN 234 Kore-Korea

b. Simulasi Banijir oleh PT Vale Indonesia

c. Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Bencana di Desa Tabarano Kec.
Wasuponda difasilitasi oleh PT. Vale Indonesia

d. Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan bagi MPA bersama
Manggala Agni

e. Diklat SAR Search & Rescue Emergency Response Team (ERT) atau
Pelatihan Tanggap Darurat Berbasis Kompetensi dari Pencegahan
Hingga Evakuasi dilaksanakan oleh PT. Citra Lampia Mandiri (CLM).

e Terdapat pelaksanaan Mitigasi Bencana di Desa melalui Dana Desa yang
dilaksanakan oleh beberapa desa di wilayah Kabupaten Luwu Timur

seperti pengadaan APAR.

s Efisiensi Sumber Daya
e Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam
menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan,

maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan
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dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan
sendirinya masyarakat dapat melihat langsung informasi terkait
kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut.
Selain itu penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui Media Sosial
yaitu FB, IG & Twitter yaitu Pusdalops Bpbd Lutim.

Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber

daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai,
namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja
maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang
ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 48 orang yang terdiri dari
14 orang PNS, CPNS 6 org, PPPK 25 org, 3 orang Upah Jasa. Dengan
membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan
bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten
Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai
komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah
182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR,
TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan
prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan
peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinas
Perikanan, Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas
Perhubungan, BASARNAS dsb.

Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca
bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR,
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan. Jadi dalam hal ini
bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana
dapat terwujud melalui kerjasamal/koordinasi lintas sektoral baik itu dari
BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang
ada. Selain itu terdapat Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca
Bencana dari BNPB melalui Kementerian Keuangan dengan Besaran
Anggaran Rp 8.587.571.000,- untuk Rekonstruksi Tanggul Banjir Sungai
Desa Lauwo Kec. Burau dan Rekonstruksi Bangunan Pengaman Jembatan

Desa Kawata Kec. Wasuponda.

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 10

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025
Kinerja Anggaran

Indikator

Alokasi
Kinerja oxast

Anggaran
Tahun 2025
6

Realisasi Tahun
2025

7

Capaian
(%)

8

Capaian
(%)

5

Target Realisasi

3 4

Indeks
Ketahanan
Daerah (IKD)

Indeks Capaian
SPM Sub
Urusan bencana
(%)

Persentase
Cakupan
Penyebaran
Informasi dan
Edukasi Rawan
Bencana
Persentase
Penanganan
Tanggap
Darurat
Bencana
Persentase
Penanganan
Pasca Bencana

0,66 0,66 100%

9.666.940.950,- 9.228.664.070.17,- 95,47%

100% 99,51% 99,51%

100% 100% 100% 360.284.400,- 319.771.946,- 88,76%

100% 100% 100% 918.475.850,- 808.135.468,- 87,99%

100% 100% 100% 8.388.180.700,-  8.100.756.656.17,- 96.57%

Tabel. 11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

. . .. % Capaian % Penyerapan % Tingkat Efisiensi
Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Biaya
1 2 3 4 5
Meningkatnya
kapasitas daerah Indeks
dalam Ketahanan 100% 95,47% 4,53%
penanggulangan Daerah (IKD)
bencana
Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam

Penanggulangan Bencana sebesar 100% dengan persentase penyerapan
anggaran sebesar 95,47%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 4,53%.

Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

Realisasi Biaya

Persentase efiesiensi biaya =100% - [ x 100%]

Target Biaya

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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7. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja sasaran

« Progam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan
bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan program penanggulangan bencana yaitu : memberikan perlindungan
kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-
undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal,
membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat
gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bukan hanya melekat pada BPBD
saja tetapi didukung oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinsos P3A,
Dinas Pemadam Kebekaran & Penyelamatan, Dinas Kesehatana, Dinas Lingkungan
Hidup, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, BKAD,
Bapelitbangda, BKPSDM, Dinas PMD, DPRD, TNI/POLRI, Instansi Vertikal, Dunia
Usaha, Media dan Masyarakat. Dan dalam Upaya pencapaian Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana, sangat dibutuhkan
kolaborasi Pentahelik kebencanaan. Dan sebagai OPD pengampuh untuk
pencapaian Indikator Kepala Daerah yaitu Penurunan Indeks Risiko Bencana melalui
Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), maka BPBD sebagai leading sektor yang
bertugas untuk  melaksanakan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan
melihatkan seluruh OPD terkait dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk
mengetahui seberapa besar ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.
Sehingga nantinya akan diperoleh data dan informasi pendukung penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh. Dan salah
satu program yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Luwu Timur dalam pencapaian
sasaran yaitu Program Penanggulangan Bencana, dan melalui program tersebut,
beberapa indikator dalam penilaian Ketangguhan daerah dapat dipenuhi. Seperti
Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan
Bencana, Dokumen Rencana Kontigenji, Pengintegrasian dokumen KRB kedalam

RTRW, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten,
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penyediaan logistik korban bencana, penanganan darurat bencana, pemulihan pasca
bencana, diklat kebencanaan, pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman
Bencana, Sosialisasi Rawan Bencana, Penyusunan Regulasi kebencanaan dsb.
Pada tahun 2025, Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana pada
BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub
kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
Kabupaten/Kota
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
-  Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :

- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.

8. KESIMPULAN
s Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam

Penanggulangan Bencana” dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

yaitu 100% diperoleh dari rumus perhitungan :
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Realisasi IKD

_ earsas MY X 100
Target IKD
0,66
= — X 100
0,66
= 100%

7
°

Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPPA-SKPD BPBD
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja
sasaran yaitu : Rp. 9.666.940.950,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.
9.228.664.070.17,- atau 95,47%.

# INDIKATOR 2 : INDEKS CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA

INDEKS CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA
100
99,9
99,8
= 99,7
§ 99,6
99,5
99,4
99,3

95,2 Target Realisasi

W s.d Triwulan IV TA.2025 100 99,51
Grafik. 7
Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana TA. 2025
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Pada periode Renstra 2025-2029, terkait Indikator Kinerja Sasaran “Indeks
Capaian SPM Sub Urusan Bencana serta targetnya tidak mengalami perubahan masih
sama dengan yang termuat dalam Renstra periode 2021-2026. Penetapan target
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Bencana sebesar 100% setiap tahun
didasarkan pada kewajiban pemerintah daerah memberikan pelayanan dasar secara
maksimal, aman, dan tanpa penundaan guna mengurangi risiko serta dampak

bencana. Pelayanan ini bersifat wajib dan mutlak.
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Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut : “Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) +
Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan
(80%)”

Indeks Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar
pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai
kewenangannya. Perhitungan indeks capaian SPM dilakukan melalui penginputan
pada aplikasi SPM dengan link https//spm.bangda.kemendagri.go.id.

Target Indikator tersebut pada Tahun 2025 adalah 100% dan terealisasi 99,51%
dengan persentase capaian kinerja 99,51%. Realisasi yang tidak mencapai target
disebabkan karena terdapat beberapa mutu layanan SPM yang tidak terpenuhi yaitu :

a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :

- Tidak tersedia sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan
evakuasi.

b. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :

- Tidak tersedia sertifikat pelatihan pencegahan dan mitigasi
- Tidak tersedia assessment sertifikasi profesi bidang penanggulangan
bencana pada pelatihan pencegahan dan mitigasi.

Mutu layanan yang tidak terpenuhi disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

1. Adanya perubahan dalam aplikasi SPM tahun 2025, yang berbeda dengan

tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan sub kegiatan masih berdasarkan pengalaman pengisian mutu

layanan pada tahun sebelumnya.

3. Tidak tersosialisasikannya perubahan-perubahan yang terjadi pada aplikasi

SPM.

Sedangkan untuk capaian SPM Sub Urusan Bencana tahun 2025 yang terdiri
dari 3 layanan adalah sebagai berikut : Layanan informasi rawan bencana dapat
diberikan kepada Masyarakat melalui 3 metode yaitu : (1) Sosialisasi Secara Tatap
Muka (sosialisasi langsung dengan masyarakat), (2) Sosialisasi melalui Multimedia
(WA. IG, FB), (3). Sosialisasi melalui papan informasi publik/rambu bencana.
Penyampaian informasi melalui PUSDALOPS BPBD 3.994 org, Penyampaian
informasi melalui Papan himbauan informasi bencana yang ditempatkan di 11
kecamatan yang berpotensi tersampaikan kepada 316.000 org , dengan akumulasi

secara keseluruhan sebesar 316.000 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur
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316.000 jiwa (database jumlah penduduk semester Il Tahun 2024) dengan realisasi
100%.

Untuk layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sampai
dengan triwulan IV, realisasi 100% yaitu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
Pembentukan Desa Tangguh Bencana (4 desa) dengan asumsi jumlah penduduk yang
berada di ke-4 desa tersebut sebanyak 16.796 jiwa, Pengembangan Kapasitas TRC
100 org serta Gladi

Kesiapsiagaan sebanhyak 500 org. Dan Pelatihan Penanganan Kebakaran Hutan oleh

sebanyak 48 org, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Manggala Agni sebanyak TRC 3 org Secara keseluruhan adalah 17.447 jiwa dibagi
jumlah target sebanyak 17.446 jiwa dikali 100 = 100%.

Sedangkan untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
realisasinya 141,06%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan
Januari s.d Desember 2025 sebanyak 1.848 jiwa (934 Laki-laki dan 914 Perempuan)
dibagi target 1.310 org dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi. Realisasi yang melebihi target karena terdapat beberapa kejadian bencana
yang jumlah korban tedampaknya lebih besar yaitu Kejadian Kebakaran di Desa
Soroako Kec. Nuha dan Cuaca Ekstrim yang terjadi dibeberapa kecamatan di
Kabupaten Luwu Timur. Dan pada dasarnya bahwa kejadian bencana yang terjadi
tidak dapat diprediksi kapan, dimana dan berapa jumlah korban. Namun sebaiknya
penetapan target kinerja dapat mempertimbangkan kondisi cuaca berdasarkan info

BMKG serta pengalaman tahun sebelumnya.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya

Tabel. 12
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran | : Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
Target
Tahun
. Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
Indikator 2025
Kinerja 2 Tar Reali Capai Tar Reali Capai Tar Reali Capai Tar Reali Capai
get sasi get sasi an get sasi an get sasi an
Indeks
Capaian
100 97,83 97,83 100 97,72 97,72 100 o o 100 99,51 99,51 o
3PMSub % % o % % o 100% 100% %, % %, 100%
rusan
bencana
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi Tahun 2025 mengalami
penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya perubahan
mutu layanan yang tersedia di aplikasi SPM dan berbeda dengan tahun sebelumnya
sementara pelaksanaan sub kegiatan pada tahun 2025 masih mengacu kepada mutu
layanan tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Capaian SPM
Sub Urusan Bencana yang realisasinya fluktuatif setiap tahunnya disebabkan karena
beberapa hal yaitu :

1. Frekuensi dan Skala Bencana yang tidak dapat diprediksi;

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Alat belum merata atau terbatas;

3. Keterbatasan  anggaran  dan  sarana/prasarana  penanggulangan

memengaruhi kecepatan respon;

4. Kualitas dan akurasi data, dimana masih terdapat penggunaan data yang
belum berbasis pengumpulan data lapangan yang valid, sehingga penentuan
target layanan menjadi tidak sesuai dengan realisasi di lapangan;

5. Adanya perubahan format pada aplikasi SPM setiap tahun;

6. Adanya perubahan mutu layanan pada SPM setiap tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah
(2025 — 2029)

Meningkatnya Kapasitas

Sasaran 1 : Daerah Dalam
Penanggulangan Bencana % Capaian
Realisasi Target Akhir ~ 5'9 2025
terhadap
[easilrar Renstra 2029 target akhir
. . realisasi rata-
Indikator Kinerja 2 Tahun rata sampai Renstra 2029
2025 dengan
Tahun 2025

Indeks Capaian SPM
Sub Urusan bencana 99,51% 99,51% 100 99,51%

(%)

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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Berdasarkan realisasi rata-rata s.d Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target
yang direncanakan sampai dengan tahun 2029, sangat memungkinkan untuk dapat
dicapai. Dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target 3 layanan dasar sub urusan
bencana yaitu untuk layanan informasi rawan bencana dengan cara memaksimalkan
penyebaran informasi melalui media sosial dan papan himbauan peringatan dini
bencana di setiap kecamatan serta sosialisasi secara tatap muka langsung melalui
pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana di 11 kecamatan. Sedangkan untuk
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan cara memaksimalkan pelaksanaan
kegiatan serta anggaran yang terdapat pada beberapa OPD terkait misalnya
Pelaksanaan kegiatan kebencanaan melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan untuk
Mitigasi Bencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dunia usaha dan
Masyarakat. Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana BMKG untuk deteksi
Gempa Bumi Lokal dan yang bersumber dari luar wilayah Luwu Timur. Begitu juga
untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dengan memaksimalkan
koordinasi dengan BASARNAS, pengerahan Tim Relawan, dunia usaha dan
masyarakat dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dan yang
terpenting adalah meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan
bencana di Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini kolaborasi Pentahelix Kebencanaan

(pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media).

4. Perbandingan dengan Target Nasional (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan
waijib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan
bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
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Adapun Target nasional dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah 100%

setiap tahun. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 14
Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Uraian Kinerja Anggaran
Jenis Realisasi o
No Pelayanan Indikator Target Tahun Anggaran Realisasi (%)
Dasar Capaian Nasional 2025 Tahun 2025 Tahun 2025
(0/0) (%) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah warga
Pelayanan negara yang
q Informasi - memperoleh 100%  100%  70.300.200- 61532105  87,53%
Rawan layanan
bencana informasi rawan
bencana
Jumlah warga
Pelayanan negara yang
memperoleh
Pencegahan
dan layanan
2 Kesiapsi pencegahan 100% 100% 289.984.200,- 258.239.841,- 89,05%
esiapsiaga .
an Terhadap kesiapsi
B esiapsiagaan
encana
terhadap
bencana
= Jumlah warga
CIEPETEL negara yan
Penyelamat gara yang
an dan memperoleh
3 Evakuasi layanan 100% 141,06%  918.475.850,- 808.135.468,- 87,99%
K penyelamatan
orban .
dan evakuasi
Bencana
korban bencana
Tabel. 15
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tahun 2025
Alokasi Biaya
i Anggaran
No Jenlsgaeslzyr/anan Program/ Kegiatan / sub Kegiatan =
Sumber
APBN APBD-P dana lain
yang sah
1 2 3 4 5 6
Program Penanggulangan ; 1.278.760.250,- }
Bencana
Pelayanan Kegiatan Pelayanan Informasi
1 Informasi Rawan Rawan Bencana - 70.300.200,- -
bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Rawan - 70.300.200,- -

Bencana Kabupaten/Kota

Tanggap, Tanghbas, Tangguk




Laporan Rinorja T4, 2085

Pelayanan
Pencegahan dan Kegiatan Pelayanan
2 Kesiapsiagaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan - 289.984.200,- -
Terhadap Terhadap Bencana
Bencana

Pelatihan Pencegahan dan

Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota ) Szl )

Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota

- 112.985.000,- -

Penguatan Kapasitas Kawasan

untuk Pencegahan dan - 52.877.300,- -
Kesiapsiagaan

Pengembangan Kapasitas Tim

Reaksi Cepat (TRC) Bencana - 38.144.500,- -
Kabupaten/Kota

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap

Bencana 27.835.000,-

Pelayanan

3 Penyelamatan Kegiatan Penyelamatan dan
dan Evakuasi Evakuasi Korban Bencana
Korban Bencana

- 918.475.850,- -

Respon Cepat Darurat Bencana

Kabupaten/ Kota ) clel BEE Dl )
Pencarian, Pertolongan dan
Evakuasi Korban Bencana - 64.870.000,- -

Kabupaten/Kota

Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi - 140.049.700,- -
Korban Bencana Kabupaten/Kota

Respon Cepat Bencana Non Alam
Epidemi/ Wabah Penyakit

Aktivasi system komando
penanganan darurat bencana

- 6.464.200,- -

- 7.423.900,- 3

Tabel. 16
Kendala, Permasalahan dan Solusi
SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

JENIS

NO PELAYANAN N1 GO KENDALA/PERMASALAHAN SOLUSI
CAPAIAN
DASAR
(1) (2 3 (4) (5
(1).Memaksimalkan
penyebarluasan informasi rawan
bencana melalui Pusdalops
Penanggulangan Bencana, Papan
Pelavanan ‘;:m;?: V\::ga Himbauan Peringatan Dini dan
yana gara yang (1). Keterbatasan Media Sosial, (2).Memaksimalkan
Informasi memperoleh . . 4
1 Anggaran/pembiayaan keterlibatan Dunia Usaha dan
Rawan layanan
. . penanggulangan bencana Masyarakat dalam penyebarluasan
Bencana informasi rawan

informasi rawan bencana,
(3).Meningkatkan koordinasi
dilingkup Pemerintah daerah,
Dunia Usaha dan masyarakat
terkait kegiatan kebencanaan.

bencana

Tanggap. Tanghas, Tanggak




Pelayanan
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan
terhadap
Bencana

Pelayanan
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Bencana

Jumlah warga
negara yang
memperoleh
layanan
pencegahan
dan
kesiapsiagaan
terhadap
bencana

Jumlah warga
negara yang
memperoleh
layanan
penyelamatan
dan evakuasi

korban bencana
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(1). Keterbatasan
Anggaran/pembiayaan
penanggulangan bencana

(1).Keterbatasan sarana dan
prasarana penanggulangan
bencana, (2).Luasnya
cakupan wilayah
penanganan
penanggulangan bencana
yang tidak sebanding dengan
jumlah personil yang ada,
(3).Keterbatasan kualitas dan
kuantitas sumberdaya
manusia yang memahami
mekanisme penanggulangan
bencana baik secara teknis
maupun non teknis

(1).-Meningkatkan koordinasi
dilingkup Pemerintah daerah,
Dunia Usaha dan masyarakat
terkait kegiatan kebencanaan,
(2).Memaksimalkan program dan
kegiatan pada OPD terkait yang
menyediakan anggaran untuk
Mitigasi Bencana struktural dan
Non Struktural

(1).Pengadaaan sarana dan
prasarana penanggulangan melalui
BNPB dan BMKG, (2).Penguatan
Tim Relawan Penanggulangan
Bencana di Kecamatan,
(3).Pembentukan Posko Terpadu
Penanggulangan Bencana, (4).
Keikutsertaan dalam kegiatan
Diklat Kebencanaan baik yang
dilaksanakan oleh BNPB,
BASARNAS, BPBD Provinsi dan
BPBD Kab. Luwu Timur

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu <100%

yaitu :

o Pemahaman terkait pentingnya informasi kebencanaan belum merata di

masyarakat

e Terbatasnya sarana dan prasarana penyebarluasan informasi kebencanaan

o Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan kebencanaan

e Belum optimalnya pelaksanaan simulasi dan sosialisasi secara berkala untuk

meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana.

o Keterbatasan anggaran dan pendanaan

¢ Rendahnya kapasitas SDM

e Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

e Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana aksi.

Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala

yang dihadapi yaitu :

e Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Alat belum merata atau terbatas.

e Keterbatasan

anggaran

dan

memengaruhi kecepatan respon.

>

sarana/prasarana

penanggulangan

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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Kendata data yang tidak valid (Pengumpulan data sering kali tidak berbasis
pada kondisi riil di lapangan, sehingga penentuan target layanan menjadi
tidak akurat atau tidak sesuai hasil pelaksanaan).

Kurangnya sinergi antara BPBD dengan instansi lain dalam penanggulangan
bencana.

Terdapat beberapa media penyampaian informasi peringatan dini bencana
yang mengalami kerusakan

Adanya perubahan format dan mutu layanan pada aplikasi SPM setiap
tahun.

Adanya efisiensi anggaran

< Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-

langkah yang ditempuh adalah :

Memaksimalkan sosialisasi KIE rawan bencana melalui media sosial (FB, IG,
WA) dan melalui papan informasi publik

Memaksimalkan koordinasi lintas OPD terkait pelaksanaan program/kegiatan
yang berkontribusi dalam pencapaian SPM di kabupaten misalnya dengan
Dinas PMD terkait penggunaan Dana Desa untuk Mitigasi Bencana, Dinas
Sosial &P3A terkait penyediaan logistik untuk korban bencana, Dinas PUPR
terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Mitigasi Bencana Struktural,
Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan terkait Cadangan pangan dsb.
Pencapaian target semaksimal mungkin dengan mencermati capaian
program/kegiatan lintas OPD yang berkontribusi dalam pencapaian SPM
urusan bencana.

Peningkatan  kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui
diklat/pelatihan dan simulasi

Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai Rencana
AKsi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

< Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian Indikator kinerja 2, dilakukan beberapa efisiensi angggaran

yaitu :

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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e Adanya penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan Mitigasi Bencana di
desa.

e Pelaksanaan Simulasi, edukasi dan pelatihan oleh Dunia Usaha dan Balai
Dalkarhut Wilayah Sulawesi.

e Efisiensi anggaran logistik untuk korban bencana karena adanya supporting
logistik dari BNPB dan BPBD Provinsi Sul-Sel dan OPD terkait seperti
bantuan logistik dari Dinas Sosial & P3A, Cadangan Pangan dari Dinas
Pertanian & Ketahanan Pangan serta bantuan logistik dari dunia usaha dan

Masyarakat.

X/

< Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja 2, juga dilakukan melalui pemanfaatan

sumber daya yaitu:

¢ Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi kebencanaan.

e Pemanfaatan sarana dan prasarana BMKG dalam penyebarluasan informasi
kebencanaan seperti alat deteksi gempa bumi lokal yang berada di 3 titik
yaitu di Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Ussu Kec. Malili, Desa Kalpataru
Kec. Tomoni dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa yang berasal dari

luar Kabupaten Luwu Timur yang ditempatkan di Kantor BPBD.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

X Progam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan
bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

Sasaran program adalah : (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi
tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang
berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2)
Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa,
kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan
bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, (4) Pemulihan
kondisi masyarakat agar kembali normal dan membangun ketahanan yang lebih baik
(build back better).
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Pada tahun 2025 ini yang merupakan tahun transisi Periode Renstra 2025-2029
dan Periode Renstra 2021-2026, dimana Program Penanggulangan Bencana
mengalami perubahan Indikator Kinerja Program yang disesuaikan dengan indikator
yang termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 dengan
Indikator sebagai berikut :

1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Persentase Penanganan Pasca Bencana.

Sedangkan Indikator sebelumnya adalah sebagai berikut :

Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana

3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi
korban bencana yang responsif gender.

Pada Periode Renstra 2025-2029, terkait Indikator “Persentase Cakupan
Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana” perhitungan realisasinya adalah
mencakup warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan
warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Sedangkan
indikator “Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana”, perhitungan
realisasinya berdasarkan jumlah kejadian bencana yang ditangani, akan tetapi data
terkait jumlah kejadian bencana sudah termuat didalamnya terkait data warga negara
yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dari setiap kejadian bencana
yang terjadi. Adapun untuk indikator “Persentase Penanganan Pasca Bencana”
merupakam indikator baru yang mewakili tupoksi dari Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi untuk penanganan pascabencana. Adapun capaianya dapat dilihat pada

tabel berikut ini :
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Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana (outcome)

Capaian Program Penanggulangan Bencana Tahun 2025

120

100 100 100 100 100 100
100
80
60
40
20
0

Persentase Cakupan Persentase.Penanganan- Persentase Penanganan
Penyebaran Informasi dan  Tanggap Darurat Bencana Pasca Bencana
Edukasi Rawan Bencana
Target Tahun 2025 (%) Realisasi Tahun 2025 (%)
Grafik. 8

Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana Tahun 2025

% Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2025 adalah :
a. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan
Bencana
Formulasi : “Jumlah penduduk yang mendapatkan informasi & edukasi
dibagi jumlah total penduduk di kawasan rawan bencana dikali seratus”.
316.000

- —— X 100
316.000

100%

Target Tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase
capaian kinerja 100%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Layanan
Informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD sebanyak 3.994 org,
Penyampaian informasi kebencanaan melalui Papan himbauan informasi
bencana dan rambu-rambu peringatan dini bencana yang ditempatkan di 11
kecamatan dengan asumsi bahwa informasi melalui papan himbauan dan
rambu-rambu bencana tersebut tersampaikan keseluruh masyarakat. Selain
itu juga dilaksanakan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (4 desa)
dengan asumsi jumlah penduduk yang berada di ke-4 desa tersebut

sebanyak 16.796 jiwa, Pengembangan Kapasitas TRC sebanyak 48 org,

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 100 org, Gladi Kesiapsiagaan sebanyak
500 org. Dan Pelatihan Penanganan Kebakaran Hutan oleh Manggala Agni
sebanyak TRC 3 org. Selain itu juga terdapat keberadaan EWS Gempa
Bumi dan banijir yang ditempatkan di beberapa titik sudah mencakup layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Luwu Timur. Penempatan
alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec.
Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni,
Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Kec. Malili serta Alat
deteksi gempa bumi yang berpotensi tsunami yang ditempatkan di Kantor
BPBD Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau
seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur. Sehingga di asumsikan bahwa
seluruh Masyarakat di 11 kecamatan memperoleh layanan informasi dan
edukasi rawan bencana dengan realisasi 100% yaitu akumulasi jumlah
masyarakat yang menerima layanan informasi sebesar 316.000 org dibagi
jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 316.000 jiwa (database jumlah penduduk
semester Il Tahun 2024).

Dokumentasi Layanan Informasi Rawan Bencana

VELAMATKAN
AMENYELAMA
A BIRI SAAT TERJAD!

EMPA BB
o

Papan Himbauan Peringatan Dini Papan Himbauan Peringatan Dini
Bencana Di Kec. Wotu Bencana Di Kec. Tomoni Timur

Tanggap. Tanghas, Tangguk



‘e . v -

< Pusdalops Bpbd Lutim - Q
Postingan Toentang Foto Lainnya -

Pusdalops Bpbd Lutim sedang ol Kantor -

Bpbd Kab. luwu Timur.
0 Fols « M -

Halo #Sahabat Tangguh
Borikut Info Pelayanan untuk Penanggulangan
Kobencanaan Wilayah Kab. Luwu Timur dan Beborapa
beoncana alam yang ada di sokitar kita

Keonall ancaman dan bahayanya, tetap siaga dan selalu
waspada

#BPBDLUWUTIMUR
" o ke t

Lihat insight dan iklan

- > oD
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Media Sosial BPBD

Rambu Peringatan Daerah Rawan
Longsor di Kec. Wasuponda

Rambu Rawan Longsor Kec. Angkona

HATIHATI TEPIAN DALAM
Caution Sudden Drop.

HATIHATI TERJUN.
KE AIR DANGKAL
Cadtion Jump in To Shallow

R AWASIANAKANAK ANDA
. Watch Your Chidren

JAGALAM KEBERSIHANI
Q> Keep cleant

Rambu Peringatan Keselamatan Pantai di
Kec. Burau

FERicrak

Rambu Peringatan Keselamatan Pantai di
Kec. Nuha

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Sosialisasi KIE Rawan Bencana di Kec.
Malili, tangal 25 Agustus 2025

Dokumentasi Layanan Pencegahan & Kesiapsiagaan Bencana

Alat Pemantau Gempa Bumi Lokal
Kec. Tomoni

Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai
Malili

Alat Deteksi Gempa Bumi Berpotensi
Tsunami (INA Tews) di Kantor BPBD

Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai
Kalaena

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Pembentukan DESTANA di Desa Manunggal Pelatihan Pencegahan & Mitigasi
Kec. Tomoni Timur, 18 September 2025 Malili 16 Oktober 2025

Pengembangan Kapasitas TRC, Malili 18 s.d
19 Desember 2025

Apel Siaga Bencana & Gelar Peralatan,
Malili, 29 Nopember 2025

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Formulasi : “Jumlah Penanganan Tanggap Darurat Bencana dibagi Jumlah
kejadian Bencana (sedang s.d Berat) dikali seratus”.

636 Kejadian

= X 100
636 Kejadian

= 100%
Target tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase
capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa Jumlah kejadian bencana
yang terjadi pada tahun 2025 sebanyak 636 kejadian terdiri dari Kebakaran
hutan dan lahan 7 kejadian, Kebakaran rumah 16 kejadian, Cuaca ekstrim
38 kejadian, Banijir 23 kejadian, Tanah Longsor 14 kejadian, orang hilang 8
kejadian dan gempa bumi 530 kejadian dan semua kejadian bencana dapat
ditangani dengan rumus = 636 kejadian dibagi total kejadian 636 kejadian
dikali 100 = 100%. Dengan jumlah korban bencana sejak bulan Januari s.d
Desember 2025 sebanyak 1.848 jiwa ((934 Laki-laki dan 914 Perempuan)

dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi.

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Dokumentasi Layanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Bencana

Penanganan Longsor di Desa Kasintuwu Kec. Kunjungan Bupati ke lokasi longsor
Mangkutana

Respon cepat penebangan pohon di Kec. Malili, Pembersihan Sungai Malili
07 April 2025 di Kec. Malili, 08 Mei 2025

#ﬁ?{HLA?(- Tanggap, Tangbas, Tangguk
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Penyelamatan & Evakuasi Korban Banjir Kunjungan ke lokasi Banjir Desa Non
Desa Sumber Alam Kec. Tomoni Blok Kec. Kalaena

Pencarian Orang Hilang di Desa Kasintuwu Orang Hilang di Desa Bone Pute Kec. Burau telah
Kec. Mangkutana ditemukan oleh Tim Gabungan TRC BPBD,
Damkar, Polri & Masy.

[el(HLAl:(- Tanggap. Tanghas, Tangguk
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Penyelamatan & Evakuasi Korban Banjir di Desa Penanganan Kebakaran Lahan di Desa Ussu
Rende-Rende Kec. Wasuponda, 01 April 22025 Kec. Malili 9 Juni 2025

Penyaluran Logistik Korban Bencana Penyaluran Logistik korban cuaca ekstrim
Kebakaran di Desa Lambpenai Kec. Wotu di desa Nikel Kec.Nuha

Respon Cepat Penanganan Pohon Respon Cepat Penanganan Pohon
Tumbang di Kec. Malili oleh TRC-BPBD Tumbang di Kec. Malili oleh Tim Gabungan

FEA HLA?(. Tanggap, Tangbas, Tangguk
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Assesment TRC Cuaca Ekstrim di Desa Pencarian Orang Hilang/Tenggelam di Desa
Mantadulu Kec. Angkona, 01 Nop 2025 Taripa Kec. Angkona, 02 s.d 04 Nop 2025

Bantuan Korban Bencana Banijir di Desa Penyaluran Bantuan Korban Bencana Banjir di Desa
Parumpanai Kec. Wasuponda, 02 April 2025 Rende-Rende Kec. Wasuponda, 06 April 2025

Penanganan Tanah Longsor di Desa Ussu Kec. Assesment Kejadian Banjir di Desa Lagego Kec.
Malili, 28 Juli 2025 Burau, 11 Juli 2025

#ﬂ?(HLA?(- Tanggap. Tanghas. Tanggak
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- =
o BAKTISOSIAL
PouRes LUWU TIMUR DA uR
BHAYANGKARI CAB. Luw!
SENCANA KEBAKARAN W‘“"Ko' )

Posko Bantuan Korban Bencana Kebakaran di

Desa Soroako Kec. Nuha

Penyaluran Bantuan Korban Bencana Kebakaran di

Desa Soroako Kec. Nuha, 27 Agustus 2025

Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana
Cuaca Ekstrim di Desa Maliwowo Kec.
Angkona, 01 Desember 2025

Assesment TRC Korban Bencana Cuaca
Ekstrim di Desa Tabaroge Kec. Wotu, 20
Nopember 2025

Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana
Cuaca Ekstrim di Desa Maliwowo Kec.
Angkona, 01 Desember 2025

Repon Cepat Pembersihan Pohon Tumbang
Kec. Malili, 19 Desember 2025

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Crosscutting Program Penanggulangan Bencana dalam Pencapaian SPM Sub
Urusan bencana :

CROSSCUTTING PROGRAM

= Bidang
- ¥acaruratan nagara yareg Eegiatan Pelayanan
Perrpelamatan & Evakuasi
Eowban Bancana

II"-.II‘I : i__ _d

s B!
wang memperoleh [aysmss
pancagahan dan
ezl apsisgaan tarhadap
bencanas

Pada tahun 2025, pencapaian pada Program Penanggulangan Bencana
dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
o Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
e Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
e Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
e Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
e Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
Kabupaten/Kota
¢ Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap Korban bencana
e Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
e Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
e Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
o Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
o Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
Adapun capaian kinerja Kegiatan/Sub kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tanggap. Tanghas, Tanggak




Laporan Rinevja T4, 2085

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan/Sub
Kegiatan

1 2

Kegiatan
Pelayanan
Informasi

1.  Rawan
Bencana
Kabupaten/Ko
ta

Sosialisasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
b. Rawan
Bencana
Kabupaten/kot
a (Per Jenis
Bencana)

Sasaran
Kegiatan/Sub
Kegiatan
3

Meningkatkan
kesadaran dan
pengetahuan
masyarakat tentang
potensi bencana, risiko,
dan langkah-langkah
penanggulangan
bencana
Terlaksananya
sosialisasi, komunikasi,
informasi dan edukasi
(KIE) rawan bencana
bagi warga negara
termasuk kelompok
rentan per jenis
ancaman bencana
sesuai jenis ancaman
bencana yang ada di
kawasan tempat
tinggalnya

Indikator Kinerja F"get BRedlisgs
. . ahun Tahun
Kegiatan/Sub Kegiatan 2025 2025
4 5 6
Persentase warga negara
yang memperoleh 100% 100%
layanan informasi rawan
bencana
Jumlah warga negara
termasuk kelompok
rentan di kawasan rawan
bencana bencana
Kabupaten/Kota yang
memperoleh sosialisasi, 250 org 250 org

komunikasi, informasi dan
edukasi sesuai jenis
ancaman bencana yang
ada di kawasan tempat
tinggalnya selama 1
(satu) tahun

Tabel. 17

Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

Capaian
(%)

7

100%

100%

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan/Sub

e Kegiatan

1 2

Kegiatan
Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap
Bencana

Pelatihan
Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota

Tabel. 18
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
Sasaran Indikator Kinerja Target  Realisasi
Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub Tahun Tahun
Kegiatan Kegiatan 2025 2025
3 4 5 6
Meningkatkan
kesadaran Persentase warga
masyarakat, negara dan aparatur
mempersiapkan yang memperoleh 100% 100%
masyarakat terhadap  layanan pencegahan ° °
potensi bencana, dan  dan kesiapsiagaan
mengurangi dampak  terhadap bencana
yang ditimbulkan
Terlaksananya
X Jumlah warga negara
Pelatihan
Pencegahan dan termasuk kelompok
o rentan di kawasan
Mitigasi untuk warga 1
rawan bencana 1 Kawasan
negara termasuk Kabubaten/Kota van Kawasan (100 org)
kelompok rentan di P yang (100 org) g

kawasan rawan
bencana
Kabupaten/Kota

mengikuti pelatihan
pencegahan dan
mitigasi bencana

Capaian
(%)

7

100%

100%

Tanggap, Tanghbas, Tangguk



Pengendalian
Operasi dan
Penyediaan Sarana
Prasarana
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota

Penguatan
Kapasitas
Kawasan untuk
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

Pengembangan
Kapasitas Tim
Reaksi Cepat
(TRC)
Kabupaten/Kota

Gladi
Kesiapsiagaan
Terhadap
Bencana

Tersedianya layanan
pusat pengendalian
operasi (pusdalops)
dengan Maklumat
Pelayanan yang sah
dan legal serta
dukungan penyediaan
sarana prasarana

Terlaksananya
penguatan kapasitas
kawasan rawan
bencana dan/atau
kawasan-kawasan
strategis
Kabupaten/Kota untuk
pencegahan dan
kesiapsiagaan
menghadapi bencana

Meningkatnya
kompetensi personil
Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan
Bencana (TRC PB)
Kabupaten/Kota yang
berasal dari lintas
sektor untuk
penanganan awal
darurat bencana
Terlaksananya uji
SOP pengendalian
operasi penanganan
darurat bencana dan
keberfungsian sarana
prasarana
kesiapsiagaan
terhadap bencana
Kabupaten/Kota yang
diikuti oleh warga
negara di kawasan
rawan bencana
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Jumlah laporan
layanan pusat
pengendalian operasi
(pusdalops) dengan
Maklumat Pelayanan
yang sah dan legal
sesuai dengan jenis
ancaman bencana
yang ada di kawasan
tempat tinggalnya
Jumlah kawasan
rawan bencana (per
jenis ancaman
bencana) dan/atau
kawasan-kawasan
strategis
Kabupaten/Kota yang
memiliki mekanisme
dan prosedur tetap
kesiapsiagaan
menghadapi bencana
Jumlah personil Tim
Reaksi Cepat
Penanggulangan
Bencana (TRC PB)
Kabupaten/Kota yang
berasal dari lintas
sektor yang memiliki
kompetensi untuk
penanganan awal
darurat bencana
Jumlah warga negara
yang mengikuti gladi
kesiapsiagaan untuk
menguiji efektivitas
SOP dan
keberfungsian sarana
prasarana dalam
pengendalian operasi
penanganan darurat
bencana (per jenis
ancaman)
Kabupaten/Kota

1

Laporan 1 Laporan
4
4 Kawasan
Kawasan
g 48 org
500 org 500 org

100%

100%

96%

100%

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan/Sub
Kegiatan

1 2

Kegiatan

1. Pelayanan
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Bencana

Respon Cepat
Darurat

4. Bencana
Kabupaten/
Kota

Pencarian,
Pertolongan

b. danEvakuasi
Korban
Bencana
Kabupaten/Kota

Penyediaan
Logistik
Penyelamatan
€. dan Evakuasi
Korban
Bencana
Kabupaten/Kota

Respon Cepat
d.  Bencana Non

Alam Epidemi/

Wabah Penyakit

Aktivasi Sistem

Komando
€. Penanganan
Darurat
Bencana
Eer =
H ik ak

Tabel. 19

Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

Sasaran
Kegiatan/Sub Kegiatan

3

Terlaksananya pencarian
dan penyelamatan
korban, pertolongan
darurat, evakuasi korban,
serta pemenuhan
kebutuhan dasar dan
perlindungan bagi korban
bencana

Terlaksananya Respon
Cepat Darurat Bencana
Penanganan Awal Untuk
Penetapan Status Darurat
Bencana Paling Lama 1 X
24 Jam

Terlaksananya Upaya
untuk Menemukan,
Menolong, maupun
Memindahkan Korban
Bencana Dari Lokasi
Bencana ke Tempat yang
Aman

Terdistribusinya Logistik
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana

Terlaksananya Respon
Cepat Bencana Non Alam
Epidemi/ Wabah dalam
Penanganan Awal untuk
KLB yang Ditingkatkan
Statusnya Menjadi
Darurat Bencana Non
Alam Paling Lama 1x24
Jam

Terlaksananya
Pengerahan dan
Pengorganisasian
Komando Penanganan
Darurat Bencana Tingkat
Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja
Kegiatan/Sub
Kegiatan
4

Persentase warga
negara yang
mendapatkan
pelayanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana yang
responsif gender
Jumlah Dokumen SK
Penetapan Status
Darurat Bencana dan
SKPDB yang

Ditetapkan Paling Lama

1x24 Jam berdasarkan

Hasil Dokumen Laporan

Kaiji Cepat

Jumlah Korban yang
Berhasil Ditemukan,
Ditolong, dan

Dievakuasi Per Jenis

Kejadian Bencana
(Orang)

Jumlah Korban
Bencana yang
Mendapatkan
Distribusi Logistik
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana (Orang)
Jumlah dokumen SK
penetapan status
darurat bencana dan
SKPDB yang
ditetapkan paling
lama 1X24 jam
berdasarkan hasil
dokumen laporan
investigasi KLB dan
epidemiologi terpadu
Jumlah laporan
pelaksanaan aktivasi
sisitem komando
penanganan darurat
bencana
kabupaten/kota

Target Realisasi

Tahun Tahun Ca(e/a)lan
2025 2025 °
5 6 7
100% 141,06%  141,06%
3 3 100%
1.3100org 1.8480rg 141,06 %
1.3100rg 1.8480rg 141,06 %
1 0 0%
100 100%

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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8. KESIMPULAN

%  Capaian Kinerja Indikator “Indeks Capaian SPM sub urusan bencana yaitu

99,51% diperoleh dari rumus perhitungan :

Realisasi Kinerja

= — X 100
Target Kinerja
99,51
= —— X 100
100
= 99,51%

70
°

Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPPA-SKPD BPBD
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja
sasaran yaitu : Rp. 1.278.760.250,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.
1,127.907.414 atau 88,20%.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

4  INDIKATOR : NILAI AKIP Perangkat Daerah

"NILAI AKIP Perangkat Daerah"

82
81
80
79
78
77
76
75
74
73

PERSEN

Target Realisasi
M s.d Triwulan IV Tahun 2025 76 81,24

Grafik. 9
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025
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1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel. 20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran |l : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah
Notifikasi
Tahun 2025
Indikator Kinerja Sasaran Target RS- Capaian
NILAI AKIP Perangkat Daerah 76 81,24 1068 @

Keterangan: @ Mencapai/Melampui Target; @ Belum Mencapai Target

Tahun 2025 merupakan tahun transisi penyusunan Renstra Periode 2021-2026
dengan Renstra Periode 2025-2029, sehingga terdapat beberapa perubahan mulai
dari Visi, Misi, Sasaran, Indikator maupun target kinerja. Akan tetapi terkait Indikator
Kinerja Sasaran “NILAI AKIP Perangkat Daerah” masih tetap digunakan hanya target
yang mengalami perubahan disesuaikan dengan target yang akan dicapai oleh
Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJMD 2025-2029. Indikator tersebut masih
relevan untuk digunakan dan berfungsi sebagai alat ukur utama efektivitas, efisiensi,
dan akuntabilitas kinerja instansi. Berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021,

indikator ini dinilai melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi
internal untuk mendorong kinerja berorientasi hasil.

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
“NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat”.

Target Indikator sasaran Tahun 2025 adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah 76(BB),
namun belum dapat dibandingkan dengan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025 karena
penilaiannya dilakukan di awal tahun 2026, sehingga hanya dapat dibandingkan
dengan Realisasi Nilai AKIP Triwulanan Tahun 2025. Dan saat ini hanya dapat
dibandingkan dengan Nilai AKIP berdasarkan LHE Inspektorat Triwulan IV Tahun
2025 vyaitu 81,24 (A) dan menunggu pelaksanaan Penilaian AKIP Tahunan. Realisasi
tersebut telah mencapai target yang direncanakan di tahun 2025. Dilakukan
perubahan target karena menyesuaikan dengan target yang tertuang dalan Dokumen
Renstra 2025-2029 yang mengacu kepada target yang tertuang dalam Dokumen
RPJMD 2025-2029, Dimana target Nilai AKIP Kabupaten adalah BB. Disamping itu


https://peraturan.bpk.go.id/Download/196187/Permen%20PANRB%20No.%2088%20Tahun%202021.pdf
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juga terdapat perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan oleh Tim
Evaluator. Berdasarkan LHE Inspektorat, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu
ditindak lanjuti yaitu : Pengumpulan kinerja belum menggunakan teknologi informasi
(Aplikasi), hasil evaluasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan bukti yang
relevan, terdapat ASN yang belum melakukan penginputan SKP serta belum
menginfokan realisasi kinerja minimal 3 tahun sebelumnya. Olehnya itu akan

diupayakan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2025 dengan tahun-tahun

sebelumnya

Tabel. 21
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Il : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Target
Tahun
Indikator Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 2025
ALl Targ Realis Capai Realis , Realis  Capai .. Capai
Sasaran ot asi 0 Target asi Capaian  Target asi 0 Target Realisasi
NILAI AKIP
Ferangkal 80 8305 19,;”8 80 86 1?,/7'5 8306 83,30 19,?’2 76 8124 19,?'8 76
Daerah 0 0 0 g

Catatan : Nilai AKIP TA. 2025 (Baseline Triwulan IV TA. 2025)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Nilai AKIP Perangkat
Daerah pada Tahun 2025 belum dapat dirilis dan masih menggunakan realisasi
triwulan IV TA. 2025 karena evaluasi kinerja tahunan belum terlaksana. Dengan
melihat perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat
bahwa capaian s.d Tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena
adanya perubahan tatacara penilaian oleh Tim Evaluator Inspektorat dengan
menggunakan LKE yang baru. Sedangkan target pada tahun 2025 juga dilakukan
perubahan mengikuti target yang tertuang dalam Dokumen Renstra 2025-2029 yang
tetap mengacu kepada target Nilai AKIP Kabupaten yaitu Nilai BB.

Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai AKIP

Perangkat Daerah yang diperoleh, beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu :

a. Melakukan Reviu kembali Dokumen Perencanaan (Renstra)

b. Penetapan target kinerja mengacu kepada capaian dan realisasi tahun
sebelumnya

C. Melengkapi IKU dengan defenisi operasional
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d. Meningkatkan kualitas LKJ dengan memperdalam analisis capaian dan disertai
data dan bukti dukung yang relevan
e. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi

Kinerja dan Perjanjian Kinerja

f. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang

g. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja

h. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta
hambatannya

i. Melakukan evaluasi program dan kegiatan

j- Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi
Pemerintah

K. Menindaklanjuti rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat.

l. Melakukan penilaian mandiri melalui aplikasi E-SAKIP Pro

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target
Jangka Menengah

Tabel. 22
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah
(2025 - 2029)
Sasaran |l : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah
% Capaian s/d

Realisasi Target Akhir 2025 terhadap
Indikator Kinerja realisasi e AL é:;gs‘:::gg'zrg
Sasaran sampai dengan
Tahun 2025
tahun Tahun
2025
Nilai SAKIP 81,24 81,24 74,50 109,04%

Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja
sampai sampai dengan Tahun 2025 yaitu 81,24 (A) menggunakan baseline LHE
Triwulan IV TA. 2025. Realisasi yang melebihi melebihi target jangka menengah
karena pada saat penetapan target Renstra mengacu kepada Target Nilai AKIP
Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD 2025-2029. Namun
demikian masih terdapat beberapa faktor yang menjadi rekomendasi dalam LHE
hasil evaluasi Inspektorat yaitu masih terdapat ASN yang tidak melakukan

penginputan SKP, belum menggunakan aplikasi dalam pengumpulan data,
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rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Akan tetapi nilai tersebut masih nilai
AKIP triwulanan, sehingga masih akan mengalami perubahan kedepannya setelah
penilaian AKIP Tahunan oleh Tim Evaluator Inspektorat yang dilaksanakan di awal
tahun berikutnya.

Namun demikian pencapaian tersebut karena adanya dukungan Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan Coaching Clinic untuk penguatan SAKIP OPD dan
Pemda. Dampaknya yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung SAKIP dan
beberapa Rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat telah
ditindaklanjuti oleh OPD. Diantaranya yaitu Reviu Dokumen Renstra, Perbaikan
Perjanjian Kinerja dengan melengkapi dengan defenisi operasional, perbaikan
dokumen LKJ sesuai sistematika Permenpan 53 Tahun 2014, perbaikan Dokumen

IKU dilengkapi dengan defenisi operasional dan formulasi dsb.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

«  Analisis Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu :

e Kurangnya komitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan (SKP)

e Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak mengacu kepada
rencana aksi

e Belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi dari LHE Inspektorat

% Hambatan/Kendala
Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau
kendala yang dihadapi yaitu :
e Data pendukung dari bidang teknis belum maksimal
e Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward sehingga
hasil pengukuran kinerja tidak dapat dijadikan sebagai dasar
pengurangan/penambahan penghasilan
e Belum adanya aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan data dan
pengukuran capaian kinerja
%  Solusi
Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-
langkah yang ditempuh adalah :

¢ Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
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e Untuk dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan terkait regulasi penetapan

punishment dan reward untuk dijadikan sebagai payung hukum
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

s  Efisiensi Anggaran
Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi
angggaran yaitu :
a. Efisiensi perjalanan dinas, makan dan minum rapat, ATK, Bahan
Komputer, bahan Cetak.
b. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan

perbaikan sehingga layak untuk digunakan Kembali.

% Efisiensi Sumber Daya
a. Keterbatasan jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan
rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan tenaga
upah jasa TRC dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan

peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

« Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 23
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Kinerja Anggaran
: Indikator Target Realisasi . Alokasi .. .
Sasaran {l: Kinerja Tahgun Tahun Caealan Anggaran Tahun Realisasi Capoalan
2025 2025 2 2025 VLI AL 24
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
Akuntabilitas ~ NILAI AKIP
Kinerja Perangkat 76 81,24 106,8 3.670.039.230,- 3.280.489.088,-  89,39%
Perangkat Daerah
Daerah

Catatan : Realisasi Tahun 2025 (Baseline Triwulan IV TA. 2025)

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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Tabel. 24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
o . o o) T .
Sasaran |l Indikator Kinerja /"Igzz:.':n % ::3;2::23'1 e Tlngg?;;iaflsmng
1 2 3 4 5
Meningkatnya NILAI AKIP
Akuntabilitas 0 0
ginerjz Perangkat Perangkat Daerah 109,04 89,39% 10,61%
aeral

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 100% dengan persentase penyerapan
anggaran sebesar 89,39%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 10,61%.
Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus:

Realisasi Biaya

Persentase efisiensi biaya = 100% - [ x 100%]
Target Biaya

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja

<  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Indikator Program adalah Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat
Daerah yang Berjalan Sesuai Standar dengan formulasi : Rata-rata Capaian
dari jumlah kegiatan di bagi jumlah kegiatan di kali seratus . Target 100%
dan realisasi 99,01% dengan capaian kinerja 99,01%, dan menyerap anggaran
sebesar 89,39%. Capain kinerja program tidak mencapai target karena
terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang capaianya kinerjanya
<100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan.
Misalnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang realisasinya
belum sesuai target, hal ini karena adanya beberapa jabatan struktural dan
fungsional yang belum terisi ASN. Begitu juga dengan sub kegiatan Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi disesuaikan
dengan surat pemanggilan peserta. Demikian halnya dengan sub kegiatan
pemeliharaan kendaraan dinas yang realisasinya disesuaikan dengan target
karena terdapat 1 unit kendaraan dinas yang tidak dapat dipelihara karena

masa pinjam pakainya telah berakhir.
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Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Program/
Kegiatan/Sub
Kegiatan

2

Program
Penunjang urusan
pemerintahan
daerah
kabupaten/kota

Kegiatan
Perencanaan,Pen
ganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

Koordinasi dan

Penyusunan DPA-
SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Kegiatan
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

Tabel. 25
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

Sasaran Program/
Kegiatan/Sub
Kegiatan

3

Meningkatnya
Kualitas
Pelaksanaan
Kegiatan Penunjang
Urusan Perangkat
Daerah Sesuai
Tugas dan Fungsi
Tersedianya
dokumen
perencanaan,
penganggaran,
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
serta hasil evaluasi
OPD

Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Tersedianya
Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

Tersedianya
Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
Terlaksananya
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Tersedianya
laporan keuangan
perangkat daerah

Terbayarnya gaji
dan tunjangan ASN

Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan/Sub
Kegiatan

4

Persentase
Kegiatan
Penunjang
Urusan Perangkat
Daerah yang
Berjalan Sesuai
Standar

Persentase
ketercapaian
target kinerja
perangkat daerah

Jumlah dokumen
perencanaan
perangkat daerah

Jumlah dokumen
RKA-SKPD dan
laporan hasil
koordinasi
penyusunan
dokumen RKA-
SKPD

Jumlah dokumen
DPA-SKPD dan
laporan hasil
koordinasi
penyusunan
dokumen DPA-
SKPD

Jumlah laporan
evaluasi kinerja
perangkat daerah

Persentase
Realisasi
Anggaran

Jumlah orang
yang menerima
Gaji dan
Tunjangan ASN
(Orang/Bulan)

Target
2025

100%

100%

3 Dok

2 Dok

2 Dok

10
Laporan

100%

47 Org

Realisa
si
Tahun
2025

6

99,01%

99,83%

3 Dok

2 Dok

2 Dok

10
Laporan

93,79%

45 Org

Capaian

99,01%

99,83%

100%

100%

100%

100%

93,79%

95,74%

Tanggap. Tanghas, Tangguk



Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD n

Kegiatan
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Penatausahaan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD

Kegiatan
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

Kegiatan
Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor

>

Tersedianya
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD

Tersedianya
dokumen dan
laporan aset
daerah,
perencanaan
kebutuhan BMD,
pengelolaan,
pengamanan dan
pemeliharaan aset,
serta penyusunan
neraca yang
akuntabel.

Terlaksananya
Penatausahaan
Barang Milik
Daerah pada SKPD
Tersedianya data
dan informasi
kepegawaian yang
akurat,
pengembangan
kompetensi
aparatur, serta
terlaksananya
proses administrasi
kepegawaian yang
efisien.

Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

Tersedianya
fasilitas dan
layanan yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi
perangkat daerah

Tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Laporan Rinorja T4, 2085

Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD

Persentase BMD
yang
diadministrasi
sesuai standar

Jumlah Laporan
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Persentase
Pegawai
Perangkat Daerah
yang dilayani

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

Persentase
administrasi
umum Perangkat
Daerah berjalan
sesuai standar

Jumlah Paket
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
Disediakan

18 Lap

100%

3 Lap

100%

13 Org

100%

8 Paket

18 Lap

100%

3 Lap

100%

9 Org

100%

8 Paket

100%

100%

100%

100%

69,23%

100%

100 %

Tanggap. Tanghas, Tanggak



Penyediaan
Bahan Logistik
Kantor

Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan

Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan

Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

Kegiatan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan
peralatan dan
mesin lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

>

Tersedianya Bahan
Logistik Kantor

Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan

Terlaksananya
Fasilitasi Kunjungan
Tamu
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

Tersedianya
kebutuhan barang
milik daerah yang
mendukung
pelaksanaan tugas
dan fungsi Perangkat
Daerah

Tersedianya Mebel

Tersedianya
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Tersedianya jasa
penunjang yang
mendukung
kelancaran
pelaksanaan tugas
dan fungsi perangkat
daerah

Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Tersedianya Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Tersedianya BMD
yang dipelihara dan
dalam kondisi baik

Laponan Kineja T4, 2025

Jumlah Paket
Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Barang Cetakan
dan Penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Fasilitasi
Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

Persentase BMD-
Perangkat Daerah
penunjang yang
terpenuhi

Jumlah Paket
Mebel yang
Disediakan
Jumlah Unit
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang Disediakan

Persentase
penyediaan jasa
sesuai kebutuhan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan

Persentase
barang dipelihara
secara berkala

20
Paket

3 Paket

60 Dok

1 Lap

1 Lap

100%

16 Unit

15 Unit

100%

1 Lap

1 Lap

1 Lap

100%

19
Paket

3 Jenis

55 Dok

1 Lap

1 Lap

100%

16 Unit

15 Unit

100%

1 Lap

1 Lap

1 Lap

98,50%

95%

100%

91,66%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98,50%

Tanggap. Tanghas, Tanggak



Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Terlaksananya
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya

Laporan Rinorja T4, 2085

Jumlah
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

Jumlah Peralatan
dan Mesin
Lainnya yang
Dipelihara
Jumlah Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi

14 Unit 13 Unit  92,86%
51 Unit 51 Unit 100%
2Unit 2 Unit 100%

Tanggap. Tanghas, Tanggak



Laporan Rinevja T4 2025

= T e = ——

Dokumentasi Kegiatan Penunjang SKPD

.y

N

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Aamat : Jl DR. Sam Ratulangl Puncak Indah, Maldl 92981

FIMNTAUN KASPATEN LTI
BADAN P
) o g o o bt
ot Gt e

Maidi, 10 Apel 2025

Mendaklanjutl  srat e Sekrestiat
w7v1slwmmmlmwmu
2025,

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Gharapkan kepads bapak/ibu
untuk menghadicl Rapst Monev tersedut yang Insya Allsh akan Ghaksanakan :
HariTanggal © Jumat, 11 Apeil 2025
Wakty i 09.00 - Selesal
Tempst 1 Ruang Ragat Kanor BPBO Kab, Luwy Timur

Jomardin, SE
Panghat : Pembina
N 19721231 200312 1 022

DAETAR HADI RAPAT

[ Ry—

oot el

v o vt 90

— ot g e o 0 e A8
1‘:0 namA .‘J» JABATAN ‘ TANOA TANGAN | wer
[+ 1 =1
* | oh Jone S 0| Gy, @F

B 1 P ]
‘M-»«e(gm ’P/wvm,’/l o |
bk Gt [E] i

!
7| snua, {

It

CRPET R O
* Daave i J

* [yttt Mrer [V (
W | cuAtIan | [¢] fa foctim -
1 [ Hebn L s h. f‘;
" [Angkac 7| me
Wl ] 1 -
: ‘*!
"
" 1 — "
" LR "
0 "
, e

Dokumentasi

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : J. OR. Sam Ratulangs Puncak indah. Ml 021
E.mai: tpbchaohmmurQomat

Mo, 02 0 2025

Nomor - 30021147 #BPEO

Stat - Penting
Lampiean

Hat x: Trimudan 0T
Y. 1 Sekretaris BP8D

2. Para Kepala Bidang
3 Para Kepala Sub Bagian
4. Para Pejabat Fungwional & Staf
Linghu) BPB0 masing-masy
a
Temgat

Menindsklant  sural  dan  Sekretwiat Daserah  Nomor
0007 5268 Bapettiangda tangal 26 Juni 2025 tentang Evaluasi Triwuian 1
Polaksanaan RKPD TA. 2025, maka skan dlaksanakan Rapat Montorng dan
Evaluas Linghu BPBD.

Sehubungan dengan hal lersetad. maka Gharapkan kepada bapakiby
Ut menghadr Rapat Money faveebut yang Inaya Alah akan dlaksanstan

HarvTanggal © Kamis, 03 Jub 2025

Wakts 00,00 - Selessi

Tempat Ruang Rapat Kantor BPBD Kab. Luwy Temur

Demaian dmampaikan, atas perhasan Gan herasamanys Gucapkan lerma

DAL M xos
U7 Boghat - Pambina Utama Muda
WP 18470707 200012 1003

Pelaksanaan Rapat Monev Internal OPD Triwulan | TA. 2025

PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
'BADAN PENANGGULANGAN 'DAERAW
MmO Pt Prc i, 0781
gt sty
DAETAR MADIR RAPAT
Tt Hami, 32 20
-
Tompu —
e Rave Moo Evtns T
o wwn [l e | iwentwom [ e |
EYST R—CR YT Yo, |
| Mgy e wdi || | Sckeeterts W?\Ld~
3 | Bl o v _p—"
& Pl I‘ ,,,,,
= [oan mou ] T i, LMA
o | Mams oot | V] tab¥ e . o
7| jreicmmn V] Pngtenn .03 "z
: T /3 —
[ Lovda b b | [/ Funion o i -
- ] forgsiomt w (Jw
W e 8 | oo " \
[12 Moo N |t u gl
(13 (et Yot At | o] fomptren Y |
" ety ~ldloe w le |
q ™ Rk
2 _me o gl | |
I . U |
W™ B W
[T - J
» 2 |

RAPAT EVALUASI DAN
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Aot 3 OR. Sam Puncak Indeh, Mall $2081

o

Mai, 03 Okiober 2025

Polatsanaan RKPD Triwulan Wl TA 2025, maka shan dlsksacatan
Moatorng dan Evaluasl Linghup 8980,
‘Sohubungan dengan hol lersebut, maka Gharaphan Kepaca bpOR/LY

bna Utaena Muca
LN - 19870707 200012 1002

Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Monev Internal OPD Triwulan Il TA. 2025

PRMENNTANAN KABUPATEN LUWU T

BADAN PENANOOULANGAN BINCANA DAERAN

Mot A0 B g P i
g

RALIAR MARIN BAPAL
Ty ———
-
Tt g P K 9790
s s o T A BB
[wo wan Cr] sasaran TaNoATANGAN | it
[ e T ST N (e, S o
|2 hﬁ::l. (3%, neop 1 —af—
| 2| Marts claper | [p] Kabg R |5
|« ] ovaran Tertocans ZH
|2 phorst Bpn 1| Ly st v |* IH [
T U R
7 |ttty & IF Jandis Ty
o (new s acomed o | s aii s ba .
0 [ Lowmact Mg Lortert| |0 | B 0
JtO,!!LL","‘ el w —z Ly Y2
11 | Avacimaaoti t] e " ~
2 [oun eeriages_ Ty 'gb
5 s tvor B LS T .
" ! P ool P| ey Tee " N
" | B S v |rown e L |
EI s 13 e J—u'u 7 o P
: B (A —
— —
" | - -
- 1 ——
» - B
n A
n | n ==

RAPAT MONITORING DAN EVALUASE TRIVULAN 5
TN 2025

o T T N N R R N RN N RN N RN N RN N RN N RN RN RN N RN RN RN RN RN N SN N RN N RN N SN N SN N RN N SN N RN N M N RN N RN N R N M N M N M N M N My,

#K%HLA?('

Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Monev Internal OPD Triwulan Ill TA. 2025

A e L L L T T T T T L L L L L Ty

D ==

Tanggap. Tangbas, Tangguk



/™ T S S S S S S S S S S S S S S Em S S Em e

Pt

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
@ BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Almat : 4, DR. Sam Ratutang| Puncak indan, Mah 52981

E:mai - ppbckatiywugmur @omal com

Mail, 12 Januan 2026

Nomor 300.20048P80
Sest  :Penting
Lampran

Hal Monitorng & Evanaast RKPD Trwtan IV TA 2028

Y 1. Sekretars BPBO
2 Para Kepala Bidong
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4 Para Pejabat Fungsional & Stat
Uingkup BPBO masing-masing
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Tempat
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Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya

KESIMPULAN

7
°

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat

Daerah yaitu 106,8% diperoleh dari rumus perhitungan :

Realisasi Kinerja

= . X 100
Target Kinerja
81,24
= — X 100
76
= 106,8%

Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPPA-SKPD BPBD
Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja
sasaran yaitu : Rp. 3.670.039.230,- dan realisasi keuangan sebesar
Rp. 3.280.489.088,- atau 89,39%.

\———————————————————————————————————————————————————————————————————————_I

\
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3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta
analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD Perubahan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebesar sebesar Rp. 13.336.980.180,-
(Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilang Ratus Delapan Puluh
Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), terdiri dari belanja pegawai Rp 2.512.600.693,-
belanja barang dan jasa Rp. 2.286.234.187,-, belanja hibah Rp 10.000.000 serta
belanja modal Rp 8.528.145.300,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2
program, 12 kegiatan serta 34 sub kegiatan. Sedangkan target dan realisasi

anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

9.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000

3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
A

Belanja Belanja Belanja Belanja
Pegawai Barang & Hibah Modal
Jasa
M Target Tahun 2025 2.453.720.693 = 2.345.114.187 10.000.000 8.528.145.300

Realisasi Tahun 2025 2.161.008.990 @ 2.116.114.089 - 8.232.030.079,17

B Target Tahun 2025 Realisasi Tahun 2025

Grafik. 10
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025
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Tabel. 26
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Target .
TA. 2025 Realisasi Anggaran sd 31 Selisih

Jumlah Desember 2025 Total Sisa Anggaran

Anggaran (Berdasarkan
R| Anggaran

i’ Kas) (Re) % (Rp) (%) (Rp) (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

(6/5*100) (5-6) (8/5*10 (4-6) (10/4*1
0) 00)

Program/Kegiatan/Sub

i Kegiatan

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTRAMAN DAN 13.336.980.180 13.336.980.180 12.509.153..158 93,79 827.827.021.83 6,21 827.827.021.83 6,21
KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
1 PEMERINTAHAN 3.670.039.230 3.670.039.230 3.280.489.088 89,39 389.550.142 10,61 389.550.142 10,61
DAERAH KAB/KOTA
Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja 113.606.100 113.606.100 94.999.993 83,62 18.606.107 16,38 18.606.107 16,38
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan
Penyusunan dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen 2.952.800 2.952.800 2.489.437 84,31 463.363 15,69 463.363 15,69
RKA-SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

24.734.700 24.734.700 20.277.592 81,98 4.457.108 18,02 4.457.108 18,02

4.014.200 4,014,200 2.522.972 62,85 1.491.228 37,15 1.491.228 37,15

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 81.904.400 81.904.400 69,709,992 85,11 12.194.408 14,89 12.194.408 14,89

Kegiatan Administrasi

2 Keuangan Perangkat 2.508.377.593 2.508.377.593 2.201.910.799 87,78 306.466.794 12,22 306.466.794 12,22
Daerah
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan 54.656.900
Bulanan/Triwulan/Semest
eran SKPD
Kegiatan Administrasi

3 Barang Milik Daerah 20.745.600 20.745.600 16.981.890 81,86 3.763.710 18,14 3.763.710 18,14
pada Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi

4 Kepegawaian Perangkat 44.501.000 44.501.000 29.186.900 65,59 15.314.100 34,41 15.314.100 34,41
Daerah
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 44.501.000 44.501.000 29.186.900 65,59 15.314.100 34,41 15.314.100 34,41
Perundang-Undangan
Kegiatan Administrasi

5 Umum Perangkat 399.365.665 399.365.665 385.920.951 96,63 13.444.714 3,37 13.444.714 3,37
Daerah
Penyediaaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Penyediaaan Barang
Cetakan dan 30.150.000 30.150.000 26.110.380 86,60 4.039.620 13,40 4.039.620 13,40
Penggandaan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 7,440,000 7,440,000 7.370.000 99,06 70.000 0,94 70.000 0,94
Perundang-undangan

2.453.720.693 2.453.720.693 2.161.008.990 88,07 292.711.703 11,93 292.711.703 11,93

54.656.900 40.901.809 74,83 13.755.091 2517 13.755.091 2517

20.745.600 20.745.600 9.841.890 55,93 7.753.710 18,14 7.753.710 18,14

14.213.000 14.213.000 13.986.000 98,40 227.000 1,60 227.000 1,60

31.785.265 31.785.265 30.790.000 96,87 995.265 3,13 995.265 3,13
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Fasilitas Kunjungan Tamu 16.720.000

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa
komonikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Umum
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan,Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA

Kegiatan Pelayanan
Informasi Rawan
Bencana
Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komonikasi,
Informasi dan Edukasi
(KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per
Jenis Bencana)
Kegiatan Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Pelatihan Pencegahan
dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi
dan Penyediaan Sarana
Prasaranan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
Penguatan Kapasitas
Kawasan untuk
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Pengembangan Kapasitas
Tim Reaksi Cepat (TRC)
Bencana Kabupaten/Kota
Gladi Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Kegiatan Pelayanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana

Respon Cepat Darurat
Bencana Kabupaten/Kota

299.057.400

221.800.000

45.900.000
175.900.000

99.813.272
5.537.700
70.075.572

24.200.000

261.830.000

127,000,000

29.190.000

105.640.000

9.666.940.950

70.300.200
70.300.200

289.984.200

58.142.400

112.985.000

52.877.300

38.144.500

27.835.000
918.475.850

699.668.050

Pencarian,Pertolongan

dan Evakuasi Korban EanUy

Eer

=

16.720.000

299.057.400

221.800.000

45.900.000
175.900.000

99.813.272

5.537.700

70.075.572

24.200.000

261.830.000

127,000,000

29.190.000

105.640.000

9.666.940.950

70.300.200

70.300.200

289.984.200

58.142.400

112.985.000

52.877.300

38.144.500

27.835.000

918.475.850

699.668.050

64.870.000

13.320.000

294.344.571

212.581.650

39.160.800
173.420.850

97.583.741

4.311.241

69.072.500

24.200.000

241.323.164

108.156.164

28.415.000

107.752.000

9.228.664.070.17

61.532.105

61.532.105

258.239.841

50.870.674

101.875.800

46.718.599

31.457.659

27.317.109

808.135.468

638.049.798

44.,073.300

79,67

98,42

95,84

85,32
98,59

97,77

77,85

98,57

100

92,17

85,16

97,34

99,16

95,47

87,53

87.53

89,05

87,49

70,17

88,35

82,47

98,14

87,99

91,19

67,94
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3.400.000 20,33 3.400.000
4.712.829 1,58 4.712.829
9.218.350 4,16 9.218.350
6.739.200 14,68 6.739.200
2,479,150 1,41 2,479,150
2.229.531 2,23 2.229.531
1.226.459 22,15 1.226.459
1.003.072 1,43 1.003.072
20.506.836 7,83 20.506.836
18.843.836 14,84 18.843.836
775.000 2,26 775.000
888.000 0,84 888.000
438.276.879.83 4,53 438.276.879.83
8.768.095 12,47 8.768.095
8.768.095 12,47 8.768.095
31.744.359 10,95 31.744.359
7.271.726 12,51 7.271.726
11.109.200 9,83 11.109.200
6.158.701 11,65 6.158.701
6.686.841 17,53 6.686.841
517.891 1,86 517.891
110.340.382 12,01 110.340.382
61.618.252 8,81 61.618.252
20.796.700 32,06 20.796.700

Tanggap. Tanghas, Tanggak

20,33

1,58

14,68
1,41

2,23

22,15

1,43

7,83

14,84

2,26

0,84

4,53

12,47

12,47

10,95

12,51

9,83

11,65

17,53

1,86

12,01

8,81

32,06



Bencana Kabupaten/Kota

Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
Aktivasi Sistem Komando
Penanganan Darurat
Bencana

Respon Cepat Bencana
Non Alam Epidemi/Wabah
Penyakit

Kegiatan Penataan
Sistem Dasar
Penanggulangan
Bencana

Penanganan Pasca
Bencana Kabupaten/Kota

2
0‘0

140.049.700 140.049.700 125.392.990
7.423.900 7.423.900 619.380
6.464.200 6.464.200 =

8.388.180.700 8.388.180.700 8.100.756.656.17

8.388.180.700

8.388.180.700

8.100.756.656.17

89,53 14.656.710 10,47
8,34 6.804.520 91,66
= 6.464.200 100,00
96,57 287.424.043.83 3,43
96,57 287.424.043.83 3,43
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14.656.710 10,47

6.804.520 91,66

6.464.200 100,00
287.424.043.83 3,43
287.424.043.83 3,43

Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran Tahun 2025

Tabel.27
Permasalahan dan Solusi

(1) (2) (3) (4) (5)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
11 05 KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM
1105 | o1 PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN -
DAERAH KAB/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1105 01201 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Disediakan anggaran kas sampai dengan
triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
24.734.700- dan realisasi anggaran
Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah | Rp.20.277.592 atau sebesar .
E:Z:s::::nd;t?g]:ﬁat dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 81.98%.Realisasi keuangan tidak sesuai Z:ﬁelfgﬁf: zigf;ggan
1105 | 0120101 Daerah sebanyak 3 dokumen yaitu renja pokok dengan target karena Terdapat sisa belanja dan makan minum pada
2026, renja perubahan 2025 dan renstra e-Catalog sebesar RP.1.311.108. Terdapat sat perubahan andaaran
tahun 2025-2029 dengan realisasi 100% sisa belanja makan minum rapat yang cukup P %
besar karena beberapa kegiatan rapat yang
dilaksanakan sekaligus membahas
beberapa kegiatan lainnya.

Tanggap, Tangbas, Tanggak
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Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen

Indikator output sub kegiatan adalah
Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan
hasil koordinasi penyusunan doumen

Disediakan anggaran kas sampai dengan
triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp.2.952.800,-
dan realisasi anggaran sebesar

PPTK untuk mencermati

0,
05 | 01201 ) 02 RKA-SKPD RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen yaitu Rp'z.'489.'4.37 atau sebe§ar 84.31% 5 sisa belanja e-catalog
RKA Perubahan TA 2025 dan RKA Realisasi tidak mencapai target 100%
e 100 karena terdapat sisa belanja e-catalog
TA.2026 dengan realisasi 100%. sebesar Rp. 463.363
. . Disediakan anggaran kas sampai dengan
Indikator Output sub kegiatan adalah tiwalan IV TA. 2025 Sebosar Ffp 4014 200,
o Jumiah dokumen DPA-SKPD dan laparan dan realisasi keuangan s.d TW IV sebesar
Koordinasi dan hasil koordinasi penyusunan doumen Rp. 2.522.972 atau 62.85% karena terdapat | PPTK untuk mencermati
05 | 01 | 201 | 04 | Penyusunan DPA-SKPD | DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen yaitu - b | | E-Catal .R 062 500, unt kp isa belani tal
dokumen DPA-SKPD TA. 2025 dan DPA | SS@ betanja t-t.ataiog Bp. 52548, Unu sisa belanja e-catalog
Perubahan TA.2025 dendan realisasi belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 1.428.728
kineria 100% ' 9 disesuaikan dengan jumlah dokumen yang
J o akan digandakan sesuai kebutuhan kantor.
Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV TA.
. . 2025 sebesar Rp. 81.904.400 dengan
Indikator output sub keg.latlan gdalah Realisasi keuangan sdTW IV Selgesar
Jumlah laporan evaluasi klner_Ja perangkat Rp.69.709.992 atau sebesar 85.11 % tidak
dgerah dengan target sampai dengan mencapai target karena terdapat sisa .
triwulan IV sebanyak 10 dokumen dan belanja e-catalog sebesar Rp. 1.943 558 PPTK untuk mencermati
Evaluasi Kinerja terealisasi 100%. Dokumen yang disusun terdapat belanja cetak Rp.2 4'77 '350 .yang. sisa belanja e-catalog
yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan . . A dan belanja-belanja yang
05 | 01 | 201 | 07 | Perangkat Daerah e disesuaikan dengan kebutuhan kantor. untuk | .. '
Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2024,Laporan belania sewa geduna banqunan R tidak digunakan pada
Evaluasi TW |, Laporan Evaluasi TW II, 1 5001000 i dagk teralgisasi Earena k&qiatan saat perubahan
Laporan Evaluasi TW Ill, Laporan RKPD FGD I.KD dilaksanakan di Aula Sasana Praja anggaran.
TW1, Laporan RKPD TW I! danl Iaporan Kab.Luwu Timur, Sedangkan untuk
If(l)(oF:/D TWil dengan capaian kinerja anggaran perjalanan dinas, penggunaannya
’ disesuaikan dengan surat/undangan
kegiatan yang terkait.
Administrasi Keuangan
05 | 01202 Perangkat Daerah
Indikator output sub kegiatan adalah Disediakan anggaran kas sampai dengan
Jumlah orang yang menerima gaji dan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
tunjangan ASN sebanyak 47 org dan 2.435.720.693 - dan realisasi Rp PPTK tetap mencermati
05 | 01| 202 | 01 Penyediaan Gaji dan realisasi pada triwulan IV hanya 45 org 2.161.008.990,- atau sebesar 88.07%. dari perhitungan kebutuhan
Tunjangan ASN sehingga capaian kinerja 95.74 %. Hal ini | target 100%. Realisasi yang tidak sesuai gaji dan tunjangan ASN
disebabkan karena adanya jabatan dengan target karena masih terdapat dan PPPK
fungsional penyetaraan yang belum terisi jabatan yang belum terisi sehingga
ASN berpengaruh terhadap realisasi keuangan.
Indikator output sub kegiatan adalah
Jumlah Iaporan keuangan Disediakan anggaran kas sampai dengan
bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
laporan koordinasi penyusunan laporan 54 656.900 - aan Realisasi keuangan
keuangan bulanan/triwulanan/semesteran seBesa.r Rp’ ’40 901.809- atau sebesar
SKPD. Target sampai dengan triwu!an A 74.83%. Réaliéasi keuangan tidak
:Egzyzt 12 ggtﬂ m:z d:irtlureilésaosrlan mencapai target 100% karena terdapat sisa
Koordinasi dan y y P belanja e-catalog sebesar Rp. 308.073 untuk .
Penyusunan Laporan 5;? iggi?aﬁat?il\;/nué?ﬁ/sf z?)nkm!(el\ Belanja Cetak Rp.375.000 di sesuaikan spizg};ellj;tﬁ: em_g;tc;gmatl
05 | 01 | 202 | 07 | Keuangan la c;ranpbulanan bendahara tw IV 3 dengan kebutuhan kantor. Untuk Belanja dan maka|]1 minum gda
Bulanan/Triwulan/Semes P . Makan Minum Rapat Rp.2.400.000 kegiatan p
teran SKPD dokumen, Laporan Triwulanan 1 dok, rapat dilaksanakan diwakiu yang sama sat perubahan anggaran
Laporan Bulanan Bendahara 3 dengan kegiatan lain .Sedangkan untuk
dok,laporan Bulanan bendah_a\ra TWII anggaran perjatanan dinas sebesar
::E:gygt :13 ggtdn::EOJ:: IL ”‘g:’;ﬁn I Rp.9.120.500, tidak terealisaasi karena
semes}{eran 1 Laporan ben dpahara disediakan untuk kegiatan rekon pajak,
; , Lap namun tertunda pelaksanaannya, sehingga
triwulan Il sebanyak 3 dokumen, laporan anggaran tersebuty fidak dugunakan
triwulan Il sebanyak 1 dokumen dengan
capaian kinerja 100%
Administrasi Barang
05 | 01 | 2.03 Milik Daerah pada

SKPD

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Penatausahaan Barang

Indikator output sub kegiatan adalah
Jumlah laporan penatausahaan barang
milik daerah pada SKPD dan target

Disediakan anggaran kas sampai dengan
triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
20.745.600,-Dan Realisasi sebesar
Rp.16.981.890 atau sebesar 81.86%.
Realisasi keuangan tidak mencapai target
100% karena terdapat sisa belanja e-catalog
Rp.260.710, dan terdapat sisa belanja jasa
pengelola BMD Rp. 1.300.000 karena

PPTK untuk mencermati

05 | 01| 203 06 Milik Daerah pada SKPD | sampai dengan triwulan IV sebanyak 4 adanya SK perubahan .besaran honorarlium sisa belanja e-catalog
. pengelola BMD yang diberlakukan mulai
dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan bul ber 2025. Sedanak tuk
capaian kinerja 100% ulan november - Sedangkan untuk -
belanja cetak Rp. 670.000 tidak terealisasi
dan menyesuaikan dengan kebutuhan
kantor. Demikian halnya dengan belanja
perjalanan dinas Rp. 1.533.000, dimana
penggunaan anggaran disesuaikan dengan
surat/ undangan yang terkait.
Administrasi
05 | 01 | 2.05 Kepegawaian
Perangkat Daerah
Indikator output sub kegiatan adalah
Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Disediakan anggaran kas sampai dengan
teknis implementasi peraturan perundang- | triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
Bimbingan Teknis undangan, target sampai dengan friwulan | 44.501.000,- dan realisasi keuangan s.d TW | PPTK mencermati
05 | 01 | 205 | 11 | Implementasi peraturan IV sebanyak 13 orang, dan terealisasi IV sebesar Rp.29.186.900 atau sebesar realisasi belanja pada
perundang-undangan sebanyak 8 orang atau sebesar 61.53%. 65.59%. Penggunaan anggaran disesuaikan | saat perubahan belanja
Pelaksanaan bimtek berdasarkan dengan undangan/pemanggilan peserta
undangan ataupun pemanggilan peserta diklat atau bimtek
diklat/bimtek.
Administrasi Umum
05 | 01206 Perangkat Daerah
Indikator out put sub keg|gtan ygntu Disediakan anggaran sampai dengan
Jumlah paket kompenen istalasi .
) L triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
Penyediaaan Komponen | listrik/penerangan bangunan kantor yang - Agar PPTK tetap
. o . 14.213.000.,- dan realisasi keuangannya '
Instalasi disediakan sebanyak 8 paket pertriwulan . mencermati kebutuhan
05 | 01 | 206 | 01 s L sebesar Rp.13.986.000 atau sebesar o
Listrik/Penerangan Dan realisasi triwulan IV TA. 2025 o alat listrik untuk
o o . 98.40%. Pada dasarnya penggunaan
Bangunan Kantor Sebanyak 8 jenis atau 100%. Penyediaan ) . kebutuhan kantor
X e . anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
komponen instalasi litrik disesuaikan
kantor.
dengan kebutuhan kantor.
Disediakan anggaran sampai dengan
triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
Indikator output sub kegiatan adalah 31.785.265,- dan Realisasi keuangan Rp
Jumlah paket bahan logistik kantor yang 30.790.000,- atau sebesar 96.87%.
disediakan dengan target sebanyak 20 Realisasi tersebut tidak sesuai dengan
05 | 01| 206 | 04 Penyediaan Bahan paket setiap triwulan, dan untuk triwulan target yang direncanakan. Hal ini karena
' Logistik Kantor IV terealisasi 19 jenis yaitu BBM penggunaan anggaran BBM disesuaikan
operasional 1 jenis dan pengadaan bahan | dengan kebutuhan dan mobilitas
logistik sebanyak 18 jenis dengan realisasi | penggunaan kendaraan dinas. Sedangkan
kinerja 94,73% untuk belanja bahan kebersihan kantor pada
dasarnya penggunaan anggaran
disesuaikan dengan kebutuhan kantor.
Disediakan anggaran kas sampai dengan
Indikator output sub kegiatan adalah triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 30.150.000
Penyediaaan Barang Jumlah paket barang cetakan dan dan realisasi keuangan s.d TW IV sebesar PPTK mencermati
05 | 01 | 206 | 05 | Cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak | Rp.26.110.380 atau sebesar realisasi belanja pada
Penggandaan 3 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 86.60%.Dimana penggunaan anggaran saat perubahan belanja
100% yaitu cetak, jilid dan penggandaan. untuk belanja cetak spanduk dan baliho
disesuaikan dengan kebutuhan kantor
Indikator output sub kegiatan adalah
er;la Ta?k:mz::h-irr]\(?:rfa:rr\] d:: Disediakan anggaran kas triwulan [V TA.
) peraturan p g-undangan yang 2025 sebesar Rp 7.440.000,- dan realisasi Agar PPTK mencermati
Penyediaan Bahan disediakan, target s.d triwulan triwulan IV keuanaan Ro 7.370.000.- atau sebesar envesuaian kenaikan
05 | 01 | 206 | 06 | Bacaan dan Peraturan sebanyak 60 dokumen dan realisasi 55 gan Rp £.5f0.5%, peny!

Perundang-undangan

dokumen yaitu koran lokal 33 dokumen,
koran nasional 11 dokumen, koran
regional 11 dokumen dengan capaian
kinerja 91,67%.

99.06%. Terdapat kenaikan harga bahan
bacaan, sehingga realisasinya disesuaikan
dengan anggaran yang tersedia.

harga setiap bahan
bacaan

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Fasilitas Kunjungan

Indikator output sub kegiatan adalah
Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu,

Disediakan anggaran kas sampai dengan
triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 16.700.000
dan Realisasi keuangan s.d TW IV sebesar

05 | 01 | 206 | 08 ) Rp.13.320.000 atau sebesar 79.67%. Tidak
Tamu dan target triwulan IV sebanyak 1 laporan )
RPN mencapai target karena penggunaan
dengan realisasi 100% ) ) N
anggaran disesuaikan dengan jumlah
kunjungan tamu ke kantor.
Disediakan anggaran kas sampai dengan
triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
. . 299.057.400,- dan realisasi keuangan Rp
Indikator output sub kegiatan adalah 204 344 571 atau sebesar 98.42%.
Penyelenggaraan Rapat | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Penqaunan anagaran perialanan dinas
05 | 01| 206 | 09 | Koordinasi dan koordinasi dan konsultasi SKPD, target enggunan anggaran pefl
. . disesuaikan dengan surat/undangan
Konsultasi SKPD s.d triwulan IV sebanyak 1 laporan dengan . .
a0 kegiatan. Dan terdapat sisa anggaran
realisasi 100% o .
belanja jasa sopir karena pembayarannya
disesuaikan dengan masa berlaku SK Sopir
(sopir pengganti)
Pengadaan Barang
05 | 01| 207 Milik D_aerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Agar PPTK mencermati
paket mebel yang disediakan sebanyak 16 | Disediakan Anggaran kas s.d TW IV TA. anggaran kas yang telah
unit yaitu filling kabinet 1 unit, lemari 2025 sebesar Rp.45.900.000 dan realisasi direncanakan serta
05 | 01 | 207 | 05 | Pengadaan Mebel penyimpanan 2 plptu 1 gmt, Ieman . keuangan sebeusarl Rp.39.160.890 atau pfamgnuhan tgrget
penyimpanan kecil 1 unit, kursi sofa 1 unit, | sebesar 85.31 % tidak mencapai target kinerja sesuai rencana
kursi kerja pejabat eselon IV 2 unit dan 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog | aksi dan percepatan
kursi kerja staf 10 unit dengan realisasi sebesar Rp. 6.739.200. realisasi belanja melalui
100%. e-catalog
Agar PPTK mencermati
Indikator sub kegiatan adalah Jumlah unit | Disediakan anggaran kas s.d TW IV TA. anggaran kas yang telah
peralatan dan mesin lainnya yang 2025 sebesar Rp.175.900.000 dengan direncanakan serta
o5 | o1 | 207 | o6 Pengadaan Peralatan disediakan sebanyak 15 unit yaitu realisasi keuangan sebesar Rp.173.420.850 | pemenuhan target
' dan Mesin Lainnya Speaker aktif 1 unit, camera 1 unit, PC 4 atau sebesar 98.59% tidak mencapai target kinerja sesuai rencana
unit,laptop 4 unit dan printer 5 unit dan 100% karena terdapat sisa belanja e-catalog | aksi dan percepatan
realisasi sebesar 100%. sebesar Rp. 2.479.150. realisasi belanja melalui
e-catalog
Penyediaan Jasa
05 | 01 | 2.08 Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Disediakan anggaran kas sampai dengan
triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 5.537.700,-
Indikator out put sub kegiatan adalah Realisasi keuangan s.d TW IV adglah Percepatan proses
. T Rp.4.311.241 atau sebesar 77.65% tidak i
Penyediaan Jasa Surat Jumlah laporan penyediaan jasa surat : . . pengadaan belanja
05 | 01 | 208 |01 mencapai target 100% karena terdapat sisa .
Menyurat menyurat, dan target sebanyak 1 laporan belani taloa Rp.1.076.459 dan belani melalui e-catalog dan
dengan realisasi 100% e anja e-caiaiog 7p. 1.7, an belania | o gmnistrasi keuangan
paket/pengiriman Sebesar Rp.150.000, yang
penggunaan anggarannya di sesuaikan
dengan kebutuhan kantor
Indikator output sub kegiatan adalah f’.‘sef'akﬁ,”fggggg" k";‘f ol dengan
) Jumlah laporan penyediaan jasa rwuian . sebesar Rp .
Penyediaan Jasa komunikasi sumber dava dava air dan 70.075.572,- dan terealisasi Rp 69.072.500 Agar PPTK mencermati
05 | 01 | 208 | 02 | komonikasi, Sumber . o va aay atau sebesar 98.57%. Realisasi tidak kebutuhan terkait jasa
) L listrik yang disediakan, dan target ; o I
Daya Air dan Listrik . mencapai target 100% karena pada komunikasi SDA
sebanyak 1 laporan dengan realisasi .
o dasarnya penggunaan anggaran belanja
100%. P
bersifat Riil Cost
Indikator out put sub kegiatan — .
o Disediakan anggaran sampai dengan
. adalahJumlah laporan penyediaan jasa ;
Penyediaan Jasa A triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
05 | 01 | 2.08 | 04 pelayanan umum kantor yang disediakan .
Pelayanan Umum Kantor 24.200.000,-. Dengan realisasi keuangan
dan target sebanyak 1 laporan dengan 100%
realisasi sebesar 100% ’
Pemeliharaan Barang
05 | o1 | 2.00 Milik Daerah

Penunjang Umum
Pemerintahan Daerah

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak

Indikator out put sub kegiatan adalah
Jumlah kendaraan dinas operasional atau
lapangan yang dipelihara dan dibayarkan
pajak dan perizinannyaa dengan target 14
unit setiap triwulan dan realisasi triwulan
IV sebanyak 13 unit yaitu kendaraan DD
8170 G, DD 8152 G, DD 8102 G, DD 8153

Disediakan anggaran sampai dengan
triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
127.000.000,- dan Realisasi keuangan Rp.
108.156.164 atau sebesar 85.16% tidak
mencapai target 100%. karena terdapat 1
unit kendaraan dinas yang tidak dapat

Agar PPTK tetap
mengidentifikasi kondisi
kendaraan dinas agar

05 | 01 | 209 | 02 G, DD 9154 DP, DD 6985 G, DP 6983 G, I " siap pakai dan
Kodean S | Do, e ogo G Dpsr G | IPShsiana el e | s o
. 6212 TQE,B 6112 TQE dengan dengan S acara pinjam pakai
Dinas Jabatan ' 9 9 dasarnya anggaran yang digunakan pinjam p
capaian sebesar 92,85% .Capaian kurang di ikan d kondisi kend kendaraan.
dari target disebabkan karena Isesualkan dengan Kondist kendaraan
. L dinas yang memerlukan
pemeliharaan kendaraan ini hanya erbaikan/oemeliharaan
dilakukan untuk kendaraan dinas yang P P '
memerlukan perbaikan.
Indikator out put sub kegiatan adalah
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan anggaran sampai dengan
g:&ﬂ;gﬁ’ﬁ/dzzgz:ytzfg} zi’i‘t"(’j?ndengan triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp Agar PPTK tetap
Pemeliharaan Peralatan terealisasi 51 unit yaitu 8 unit lebtop, 12 29.190.000- dengan reaI|Sf si sebesar mengidentifikasi kondisi
05 | 01 | 209 | 06 AN L . . Rp.28.415.000 atau 97.34%. Pada peralatan kantor yang
dan Mesin Lainnya unit printer, 3 unit komputer, AC 9 unit, d P di uk
cainsaw 9 unit, mesin babat 2 unit dan asamya renggunaan anggaran i memeriukan
tenda 1 unit déngan persentase capaian dasarkan pada kondisi peralatan kantor pemeliharaan.
kinerja 100%. Pemeliharaan peralatan yang dipelinara.
disesuaikan dengan kondisi peralatan.
Indikator out put sub kegiatan adalah Disediakan anggaran kas sampai dengan
‘tj)grr?lirr]é#?;liiz g:d:gg E?n;ﬁr::;n triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp Agar PPTK tetap
Pemeliharaan/Rehabilita direﬁabilitasi se)l/)ar): aI?Z Snit denaan 105.640.000,- dengan realisasi keuangan mengidentifikasi kondisi
05 | 01 | 209 | 09 | siGedung Kantor dan realisasi sebanvak %’ unit atau 1030/ sebesar Rp.104.752.000 atau 99.16%. gedung kantor yang
Bangunan Lainnya Pemeliharaan ye duna kantor diseSljéikan Penggunaan anggaran di sesuaikan dengan | memerlukan
kondisi gedunggkanto?' yang memerlukan kondisi gedung dan bangunan yang akan di pemeliharaan.
perbaikan/pemeliharaan. pelinara.
PROGRAM
05 | 03 PENANGGULANGAN
BENCANA
Pelayanan Informasi
05 | 03 | 2.01 Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
Indikator output sub kegiatan adalah
Jumlah warga negara termasuk kelompok
rentan dikawasan rawan bencana Disediak K id
kabupaten/kota yang memperoleh isediakan anggaran kas sampai dengan
A L2 . triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp.70.300.200
sosialisasi, komunikasi, informasi dan oo
! R dengan realisasi sebesar Rp. 61.532.105
edukasi sesuai jenis ancaman bencana i b 87.53% tidak i target
ang ada dikawasan tempat tinggalnya atau sebesar 6/.057% lidak mencapal targe
Zelama 1 (satu) tahun dengan target 250 100% kerena terdapat sisa belanja e-catalog Agar PPTK mencermati
Sosialisasi, Komunikasi, h I Rp.2.521.891. untuk belanja jasa tenaga
| ) ; org. kegiatan telah terealisasi dengan . . . 2 anggaran kas yang telah
nformasi dan Edukasi menahadirkan pelaiar tinakat SMP dan informasi Rp.2.500.000 tidak terealisasi direncanakan serta
05 | 01 | 201 | 02 | (KIE) Rawan Bencana SM AgSe-kecarr?ata# Mali?i ada tangaal 25 karena sudah inklude dalam honor tenaga emenuhan target
Kabupaten/Kota (Per ) i p ngg ahli yang dibayarkan. Terdapat belanja sewa peme arg
. Agustus 2025 di Aula Dinas Pendidikan . o kinerja sesuai rencana
Jenis Bencana) ) hotel Rp.1.350.000 tidak terealisasi karena ;
Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk narasumber inovasi berada di Kec Malil aksi
kegiatan pendampingan inovasi juga telah Kab.Luwu Timur , sedangkan untui(
terealisasi, dan telah dilakukan sosialisasi . il ’ inas Rp.2.316.4
kepada seluruh aparat desa terkait anggaran perjaianan dinas Rp.2.316.450
bagian hukum dan BKAD serta Baynk disesuaikan dengan surat/ undangan
SulSelbar pada tanggal 22 desember kegiatan atau sesuai kebutuhan.
2025 di Aula Sasana Praja Kab.Luwu
Timur. Realisasi kegiatan 100%.
Pelayanan Pencegahan
05 | 03 | 2.02 dan Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Pelatihan Pencegahan

Indikator output sub kegiatan
adalahJumlah warga negara termasuk
kelompok rentan di kawasan rawan
bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti
pelatihan pencegahan dan mitigasi
bencana dengan target 1 kawasan.

Disediakan anggaran kas sampai dengan
triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp.58.142.400
dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.50.870.674 atau sebesar 87,49%.

Agar PPTK mencermati
anggaran kas yang telah
direncanakan serta

05 | 01202 ) 02 iigy'gg_ﬁk%gcana Kegiatan telah dilaksanakan dengan Terdapat sisa belanja e-catalog sebesar Rp. | pemenuhan target
P menghadirkan kepala desa , kepala 1.743.726, sedangkan untuk belanja kinerja sesuai rencana
dusun, dan lurah Sekecamatan Malili perjalanan dinas Rp.4.028.000 disesuaikan aksi
pada tanggal 16 oktober 2025 di Aulah dengan surat/undagan kegiatan.
Dinas Pendidikan kab.Luwu Timur.
Realisasi kegiatan 100%
Disediakan anggaran kas sampai dengan
Indikator output sub kegiatan adalah triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp.

. . Jumlah laporan layanan pusat 112.985.000 dengan realisasi keuangan .
Pengendallgn Operasi pengendalian operasi (pusdalop) dengan sebesar Rp.101.875.800 atau 90,17%. tidak Agar PPTK mencermai
dan Penyediaan Sarana . o . anggaran kas yang telah

maklumat pelayanan yang sah dan legal mencapai target 100% karena terdapat sisa .
Prasaranan . - ) direncanakan serta
05 | 01 | 202 | 03 o sesuai dengan jenis ancaman bencana belanja e-catalog Rp.1.109.200. sedangkan
Kesiapsiagaan Terhadap - . o L pemenuhan target
yang ada dikawasan tempat tinggalnya untuk belanja hibah uang yang ditujukan o )
Bencana 4 t kegiatan 1| d kepada Brimob Baebunta kab.Luwu Ut kinerja sesuai rencana
Kabupaten/Kota lengan target kegiatan 1 laporan dan epada Brimob Baebunta kab.Luwu Utara aksi
telah terealisasi 1 laporan atau realisasi sebesar Rp. 10.000.000 tidak terealisasi di
100%. karenakan adanya kekurangan berkas yang
tidak dipenuhi.
Indikator output sub kegiatan adalah Disediakan anggaran kas sampai dengan
Jumlah kawasan rawan bencana (per triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp.52.877.300
jenis ancaman bencana) dan/atau dengan realisasi keuangan sebesar
kawasan-kawasan strategis Rp.46.718.599 atau sebesar 88.35%. Agar PPTK mencermati
. kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme | Realisasi tidak mencapai target 100% 9
Penguatan Kapasitas - ; . anggaran kas yang telah
dan prosedur tahap kesiapsiagaan karena terdapat sisa belanja e-catalog .
Kawasan untuk ; ) direncanakan serta
05 | 01 | 202 | 06 menghadapi bencana dengan target 4 sebesar Rp. 452.401. untuk belanja
Pencegahan dan K 100%). Realisasi kedi . h ) ber Rp.2 250,000 tidak pemenuhan target
Kesiapsiagaan awasan (100%). Real isasi egiatan yaitu onorarium narasumber Rp.2.250. tida kinerja sesuai rencana
Pembentukan Destana di Desa Mahalona | terealisasi karena hanya terbayarkan 50% ;
. . . aksi
Kec. Towuti, Desa Sorowako Kec. Nuha, dari honorarium narasumber yang berasal
Desa Manunggal Kec. Tomoni Timur dan dari internal OPD.sedangkan untuk belanja
Desa Balirejo Kec. Angkona pada tanggal | perjalanan dinas sebesar Rp. 3.316.300 di
15 s.d 19 September 2025, sesuaikan dengan surat/undangan kegiatan
Indikator output sub kegiatan adalah Disediakan anggaran kas sampai dengan
Jumlah personil tim reaksi cepat triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp.
penanggulangan bencana (TRC PB) 38.144.500 dengan realisasi keuangan
Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sebesar Rp. 31.457.659 atau 82,47%. Adar PPTK mencermati
sektor yang memiliki kompetensi untuk Relaisasi tidak mencapai target 100% g
Pengembangan ; . anggaran kas yang telah
; ; . penanganan awal darurat bencana karena terdapat sisa belanja e-catalog .
Kapasitas Tim Reaksi - . . direncanakan serta
05 | 01| 202 | 08 dengan target 50 orang dan realisasi 48 Rp.1.532.841. Terdapat sisa belanja makan
Cepat (TRC) Bencana 0 . . ) ; o pemenuhan target
org (96%). Kegiatan telah dilaksanakan minum Rp.3.890.000 tidak terealisasi karena s .
Kabupaten/Kota . - . . kinerja sesuai rencana
dengan jumlah peserta yang mengikuti pada walnya direncanakan makan minum 2 aksi
diklat sebanyak 47 orang pada tanggal 18 | kali namun terealisasi hanya 1 kali.
s.d 19 desember 2025 di Aulah Hotel sedangkan untuk belanja perjalanan dinas
Golden House Malili dan Ruang Rapat sebesar Rp.1.264.000 di sesuaikan dengan
BPBD. surat/undangan kegiatan.
Indikator output sub kegiatan adalah
Jumlah warga negara yang mengikuti
gladi kesiapsiagaan untuk menguji - . .
efektiftas SOP dan keberfungsian saran Disediakan anggaran kas triwulan IV TA. Agar PPTK mencermati
. ) 2025 sebesar Rp.27.835.000 dengan anggaran kas yang telah
Gladi Kesiapsi prasarana dalam pengendalian operasi Y .
adi Kesiapsiagaan - realisasi keuangan sebesar Rp.27.317.109 direncanakan serta
05 | 01| 20210 penanganan darurat bencana (per jenis o .
Terhadap Bencana atau sebesar 98,14%. Tidak mencapai pemenuhan target
ancaman) Kabupaten/Kota dengan target o ) . o ;
P target 100% karena terdapat sisa belanja e- | kinerja sesuai rencana
sebanyak 500 Orang dan realisasi 100%.. cataloq Ro 517,891 aksi
Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal g Rp-o17.891.
29 November 2025 di Bundaran Batara
Guru Kab.Luwu Timur.
Pelayanan
05 | 03| 2.03 Penyelamatan dan

Evakuasi Korban
Bencana

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Disediakan anggaran kas sampai dengan
. triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
Indikator output adalah Jumlah Dokumen o
SK Penetap:n Status Darurat Bencana 699.668.050,- dengan realisasi keuangan
dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama ;?bf ;;r I;p.6|§38.0.4 9d7i8 atau selziiesar
1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen -19%. Realisasi tida mencapal arget
Lanoran Kaii Cepat denaan taraet 3 100% karena terdapat sisa belanja BBM
doﬁumen dJan teprea"sasgi s dok%men Rp.11.155.700 karena di sesuaikan dengan
Respon Cepat Darurat aitu SK Penetaan Status Tanaga kegiatan kantor,terdapat sisa belanja e-
05 | 01 | 2.03 | 02 | Bencana y P _anggap catalog sebesar Rp. 215.805, untuk
Darurat Bencana Alam Banjir, SK
Kabupaten/Kota Penetaan Status Pena anaﬁ Darurat anggaran belanja PPPK paruh waktuh Rp.
BencanF; Kebocoran Pi ga Minvak PT Vale 6.000.000 tidak terealisasi karena anggaran
di Desa Lioka kec Towfti dar{SK ' sifatnya disediakan untuk 1 orang upah jasa
Penetanan Status.Kea dae;n Darurat TRC namun tidak TRC tersebut tidak
BencanF; Kebakaran di Desa Sorowako terakomodir menjadi PPPK Paruh waktu.
KecNuha. denaan realisasi 100% Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas
-vuna, deng > sebesar Rp. 9.517.747 disesuaikan dengan
surat/undangan kegiatan.
Disediakan anggaran kas sampai dengan
. triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
;r;?:gaé(;:ﬁ:;ﬁuéi?g;fsa‘:]u'gli?;}oﬁgbggn 64.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp
Pencarian,Pertolongan Dievakuasi Per Jenis Ke'é dian Ber{cana 44.073.300,- atau sebesar Rp. 67.94%. PPTK mencermati
05 | o1 | 203 03 dan Evakuasi Korban denaan target 1848 ora nJ Adapun Tidak terealisasi 100% karena beberapa kebutuhan anggaran
' Bencana real?sasi sa?n 4i denaan ?r.iwula’; v kejadian pencarian korban cepat ditemukan pada saat perubahan
Kabupaten/Kota sebanyak 18 fs jiwa (993 4 laki-laki dan 914 sehingga tidak menggunakgn anggaran anggaran
perempuan), dengan realisasi 141% yang besar untuk setiap kejadian. Dan pada
' ' dasarnya penggunaan anggaran
disesuaikan dengan kejadian bencana.
Disediakan anggaran kas sampai dengan
triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
140.049.700,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 125.392.990.atau sebesar
Indikator output adalah Jumlah korban 89.53% . Realisasi keuangan tidak
bencana yang mendapatkan distribusi mencapai 100% karena terdapat sisa
logistik penyelamatan dan evakuasi belanja e-catalog sebesar Rp.241.330.
Penyediaan Logistik korban bencana dengan target 1.310 sedangkan untuk sisa belanja persediaan PPTK mencermati
Penyelamatan dan orang. dan terealisasi 1848 jiwa atau untuk tujuan strategis sebesar Rp.3.165.000 | belanja-belanja yang
05 | 01 | 203 | 04 | Evakuasi Korban 141%. terdiri atas Laki-laki 934 jiwadan | tidak terealisasi karena adanya bantuan difasilitasi oleh BPBD
Bencana perempuan 914 jiwa semuanya terlayani logistik dari provinsi.Untuk belanja paket provinsi untuk antisipasi
Kabupaten/Kota bantuan logistik baik itu berupa sandang pengiriman Rp.5.000.000 dan belanja sewa SILPA akhir tahun
pangan dan hunian sementara (tenda) alat angkutan darat bermotor lainnya
bagi yang memenuhi syarat untuk Rp.4.500.000 tidak terealisasi karena logistik
diberikan bantuan. yang berada di provinsi disalurkan langsung
oleh pemerintah Provinsi ke BPBD
Kab.Luwu Timur . Untuk belanja perjalanan
dinas Rp.1.750.380 di sesuaikan dengan
surat/undangan kegiatan.
Disediakan anggaran kas sampai dengan
triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp
. 7.423.900,- dengan realisasi keuangan
Indikator Output adalah Jumlah laporan o L PPTK tetap membuat
Aktivasi Sistem pelaksanaan aktivasi sisitem komando EZS:ia;EZ'a? 2%3?9?];;? l(sé?:n/; Er?al':f:r" laporan pelaksanaan
05 | 01 | 2.03 | 05 | Komando Penanganan penanganan darurat bencana ini bergifat disg diakan dan tidak ter dag%t kegiatan dan melakukan
Darurat Bencana kabupaten/kota dengan target sebanyak 1 o P pemantauan kejadian
laporan dengan realisasi 100% kejadian bencana berskala besar atau bencana
kejadian bencana yang membutuhkan
sistem komando penanganan darurat
bencana
Indikator output adalah Jumlah dokumen
SK penetapan status darurat bencana dan
SKPDB yang ditetapkan paling lama 1X24 o .
jam berd);sagrkan hapsil do?(umgn laporan Disediakan anggaran kas sampai dengan
denaan taraet 1 Dokumen. Realisasi triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp 6.464.200 PPTK tetap membuat
Respon Cepat Bencana samg ai der? an triwulan I\/ sebanyak 0 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- laporan pelaksanaan
05 | 01 | 203 | 06 | NonAlam dokupmen atgu 0%. Hal ini dikaren};kan sd hal ini disebabkan karena tidak ada kegiatan dan melakukan
Epidemi/Wabah Penyakit Desember 2025 :iaak ada kejadian ' kejadian akibat Covid 19 dan bencana pemantauan kejadian
wabah/epidemi étau laporan masyarakat wabah penyakit lainnya atau kgjadian bencana
kepada TRC BPBD terkait kejadian bencana akibat gagal teknolog.
bencana non alam epidemi/wabah
penyakit.
Penataan Sistem Dasar
05 | 03 | 2.04 Penanggulangan
Bencana

=

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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Indikator output Jumlah penyelesaian

. ) Disediakan anggaran sampai dengan PPTK mencermati sisa
keglatgn pascabencana disemua sglktor. Triwulan IV TA. 2025 sebesar Rp anggaran dari Dana
Penanaanan Pasca sesuai berdasar!(an rencana rehabilitasi 8.388.180,700,- dan Realisasi keuangan Rp | hipah RR yang
g dan rekonstruksi pascabencana (R3P) 8.100.756.656,17,- atau sebesar 96,57%.

2.02 | 07 | Bencana kemungkinan harus

Kabupaten/kota yang dilegalkan dengan Terdapat sisa anggaran pada Belanja ATK, ) )
Kabupaten/ota target 1 kegiatan dan terealisasi 1 Kertas Cover, Bahan Komputer, dan Makan | dikembalikan ke kas
kegiatan (100%). Minum Rapat yang merupakan hasil nego Negara

dengan penyedia di E-Catalog Inaproc

3.4 Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Kinerja Sasaran OPD

Dalam pencapaian kinerja sasaran yang telah diperjanjikan oleh Kepala OPD,

terdapat beberapa kebijakan strategis yang dilakukan pada Tahun 2025 yaitu :

1. Penetapan SK Bupati Luwu Timur Nomor : 421/F-01/Xll/Tahun 2024
tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Angin Kencang,
Banijir, Tanah Longsor, dan Abrasi di Kabupaten Luwu Timur. SK tersebut
dibuat sebagai Upaya untuk mengantisipasi potensi kerawanan terjadinya
bencana sesuai dengan analisa data prakiraan cuaca dari Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dimana cuaca atau
kondisi alam sangat ekstrim yang berpotensi terjadinya bencana alam
Hidrometeorologi Basah, yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian
ekonomi, kerusakan harta benda, fasilitas umum dan fasiitas pemerintah.

2. Penetapan SK Bupati Luwu Timur Nomor 112/F-01/Ill/Tahun 2025
tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banijir. SK ini
dibuat untuk mengakomodir kejadian banjir di Desa Alam Buana Kec.
Tomoni Timur.

3. Penetapan SK Bupati Luwu Timur Nomor 275/F-01/VIIl/Tahun 2025
tentang Penetapan Status Penanganan Darurat Bencana Kebocoran Pipa
Minyak PT. Vale Indonesia Tbk. Soroako di Dusun Malindowe Desa Lioka
Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. SK ini dibuat untuk mengatasi
dampak yang ditimbulkan akibat kebocoran pipa terhadap Kesehatan
Masyarakat dan dampak pada lingkungan khususnya pada aliran irigasi
dan aliran Sungai yang akan bermuara pada hilir danau Towuti.

4. Penyebarluasan informasi kebencanaan melalui Media Sosial (Facebook,
WAG, Instagram Pusdalops BPBD)

5. Penerapan Aplikasi SIAGA BENCANA untuk percepatan Pelayanan
Pasca Bencana Penyaluran Dana BTT untuk korban bencana.

6. Pembentukan Group WA “PEDULI DESA” untuk mempermudah

pelaporan kejadian bencana di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, dimana

Tanggap. Tanghas, Tanggak
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group tersebut beranggotakan seluruh kepala desa dengan tujuan untuk
mempermudah koordinasi sebagai upaya untuk percepatan penanganan
bencana sampai ditingkat desa.

7. Sosialisasi dan Advokasi Kebencanaan di 11 Kecamatan Se-Kab. Luwu

Timur.

3.5 Pencapaian Kinerja mempengaruhi Budaya Kerja Organisasi

Budaya kerja merupakan bagian penting dalam suatu organisasi sebab suatu
organisasi mungkin tidak akan berjalan baik, tanpa didasari dengan budaya kerja
yang jelas. Oleh suatu organisasi, budaya kerja merupakan perihal wajib untuk
dipertimbangkan sebab hal tersebut terkait dengan interaksi antara pegawai satu
dengan yang lain. Hal tersebut pun berkontribusi besar akan kinerja dan kesuksesan
suatu organisasi. Kuatnya budaya kerja nampak dari bagaimana pegawai
memandang budaya kerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang
digambarkan memiliki motivasi, dedikasi, kreativitas, kemampuan dan komitmen yang
tinggi. Semakin kuat budaya kerja, semakin baik produktivitas yang dihasilkan
pegawai. Dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan para aparatur negara.

Budaya Kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan
atau penyempurnaan apa yang telah dicapai. Sebagai abdi masyarakat posisi
pegawai negeri sipil, sebagai mesin birokrasi dituntut untuk bekerja secara efektif dan
efisien dalam rangka memaksimalkan fungsi organisasi pemerintah. Selain tuntutan
diatas tanggungjawab yang lain adalah menjaga serta memperbaiki citra para
pegawai dimata masyarakat, karena sering dianggap sebagai pegawai yang tidak
memiliki inovasi kerja yang tinggi sehingga kinerja organisasi dinilai kurang optimal.

Pelaksanaan budaya kerja aparatur Negara dengan nilai-nilai yang
seharusnya merupakan langkah awal yang sebaiknya dipilih dalam upaya melakukan
Reformasi birokrasi secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi birokrasi yang
efisien dan efektif dengan aparatur yang bersih, transparan, dan professional dalam
menjalankan tugasnya.

Dalam hal Pencapaian kinerja sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dapat memengaruhi budaya kerja organisasi, yang terlihat dari beberapa hal
seperti motivasi, kepuasan kerja, dan kolaborasi antarpegawai:

a. Sebagai contoh, untuk pencapaian target kinerja Sasaran Strategis yaitu

Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dengan Indikator

Ber =
# AKHLAK Tanggap. Tanghas. Tanggak
Laporan Kinerja BPBD Tahun 2024 | 94



Laporan Rinevja T4, 2085

‘Indeks Ketahanan Daerah (IKD)” target pada tahun 2025 adalah 0,66 dengan
predikat sedang dan lebih tinggi dari target tahun sebelumnya. Dan untuk
mencapai target tersebut, dibutuhkan kolaborasi, koordinasi, motivasi dan
komitmen bersama. Dan ini menjadi tantangan bagi ASN BPBD dan OPD terkait
untuk memenuhi target yang telah ditetapkan diawal tahun.

b. Pencapaian target kinerja Indikator “Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana
pada Triwulan IV Tahun 2025 sudah mencapai 95,51%. Bilamana pengukuran
capaian SPM hanya berdasarkan anggaran yang tersedia melalui DPA-SKPD
BPBD TA. 2025, maka sangat berat untuk memenuhi target yang telah
ditetapkan. Namun dengan upaya maksimal yang dilakukan oleh BPBD untuk
berkoordinasi lintas sektoral dan berkolaborasi maka SPM tersebut dapat

terpenuhi.
c. Hubungan Budaya Kerja “BERAKHLAK” terhadap pencapaian kinerja yaitu

» Berorientasi Pelayanan
Berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
dengan memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Hal ini dapat
terlihat dari pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta
pemberian bantuan logistik untuk korban bencana dan hal ini juga berkaitan
dengan Tupoksi BPBD.

»> Akuntabel
Mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh
tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penyalahgunaan
kewenangan jabatan, menolak bentuk gratifikasi dalam melakukan
pelayanan kemanusian untuk korban bencana. Membantu korban bencana
dengan lkhlas dan penuh tanggungjawab.

» Kompeten
Meningkatkan diri dengan terus belajar. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan
yang telah dilaksanakan misalnya peningkatan kapasitas bagi TRC-BPBD,
keikutsertaan dalam berbagai diklat teknis kebencanaan untuk meningkatkan
kemampuan teknis dan manajerial bagi Tim penanggulangan bencana.

» Harmonis
ASN menghargai setiap orang, menolong orang lain, dan membangun

lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini dapat terlihat dari pelayanan

# Ger =>
TTAKHLAK Tanggap. Tanghas. Tanggak
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kemanusian yang diberikan untuk menolong korban bencana. Hal lainnya

adalah berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan

dan menjunjung tinggi etika terbukti dalam pelaksanaan Rapat Monev

Internal lingkup OPD.

Loyal

Berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Hal ini dapat

terlihat dari prilaku bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik

serta citra instansi/OPD.

Adaptif

ASN cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, mengembangkan inovasi

dan kreatifitas, serta proaktif. Hal ini dapat terlihat dengan adanya

pengembangan Inovasi di BPBD seperti Penerapan Aplikasi SIAGA

Bencana, PEDULI DESA yang merupakan upaya untuk percepatan

penangan bencana di Kabupaten Luwu Timur.

Kolaboratif
Saling bersinergi dan bekerja sama, terlihat dengan adanya keterlibatan
OPD terkait, Instansi Vertikal, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam
penanggulangan bencana. Ini berarti bahwa memberi kesempatan
berbagai pihak untuk berkontribusi dalam  penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur. Hal lainnya adalah
melakukan Kerjasama melalui Perjanjian Kerjasama lintas OPD terkait
dan Vertikal dalam penanganan bencana, misalnya Kerjasama BPBD
dengan BMKG Wilayah IV Makassar tentang Pemanfaatan Informasi di
Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Rangka
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Kerjasama BPBD
dengan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan untuk pemenuhan

Cadangan pangan untuk korban bencana dsb

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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aporan Kinerja BPBD Tahun 2025 ini merupakan dokumen krusial yang
menjembatani akhir periode Renstra 2021-2026 dan awal implementasi
Renstra 2025-2029. Tahun ini berfokus pada penyelesaian target strategis
sebelumnya, sekaligus melakukan sinkronisasi program dan penyesuaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) berdasarkan arah kebijakan pembangunan baru, guna

memastikan keberlanjutan dan akselerasi pencapaian kinerja pelayanan publik yang

lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur telah
menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan
pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2025-2029.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian
sasaran pada Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.
12.509.153.158,17,- (93,79%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.
2.161.008.990,- (17,27%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.
2.116.114.089,- (16,46%), Belanja Hibah Rp 0,- (0%) serta Belanja Modal Rp
8.232.030.079,17,- (65,81%).

b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis | Indikator 1 yaitu indikator
Indeks Ketahanan Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2025 sebesar 100% dengan
predikat BAIK.

(of Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis | Indikator 2 yaitu Indeks
Capaian SPM Sub Urusan Bencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Target Tahun 2025 sebesar
100% dengan realisasi 99,51% predikat Baik

d. Persentase Capaian Kinerja sasaran |l (sasaran pendukung) yaitu Nilai AKIP
Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan
Penanggulangan bencana Daerah Tahun 2025 sebesar 106,8%, dengan
predikat BAIK.

e. Persentase Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :
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Pelayanan Informasi Rawan Bencana : 100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : 100%

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 100%

f. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun 2025 terhadap

beberapa target sasaran Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu

Timur yaitu :

Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tidak sesuai rencana aksi
Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa

Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga
penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian

bencana

g. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu

ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur

adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana aksi

Percepatan proses pengadaan melalui E-Catalog

Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara
berjenjang di tingkat SKPD

Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan
lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan
bencana dalam rangka pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
Memaksimalkan penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial
Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD

Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengatisipasi SILPA
program diakhir tahun

Memprioritaskan program/kegiatan pengampuh Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana

Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana.

Tanggap, Tanghbas, Tangguk
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Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas selama tahun transisi perencanaan. Evaluasi ini menjadi pijakan
penting untuk menjembatani capaian strategis dari Renstra 2021-2026 menuju arah
kebijakan yang lebih tajam dan inovatif pada Renstra 2025-2029. Dengan harapan
bahwa melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja
organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPBD
dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya. Kami optimistis, melalui
peningkatan kinerja dan penyesuaian strategi ini, kita dapat mewujudkan tujuan
jangka menengah yang lebih berdampak positif bagi masyarakat. Terima kasih atas
dedikasi seluruh pihak, dan kami berkomitmen penuh untuk menyukseskan agenda

strategis di periode selanjutnya.
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

@ BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat JI. DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, 92981
E-mail : bpbdkabluwutimur

mail.com

LAMPIRAN 1
TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT TRIWULAN | TAHUN 2025

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Uraian Hasil Evaluasi

Rekomendasi

Rencana Aksi Tindak lanjut

Status/Progress
Penyelesaian

1. | Belum semua pegawai Libatkan seluruh pegawai Telah dinformasikan kepada Selesai
menetapkan perencanaan dalam menetapkan | seluruh ASN untuk melakukan
kinerja (SKP) perencanaan kinerja | penginputan SKP. Dan telah
sehingga semua pegawai dilakukan sosialisasi penginputan
peduli serta berkomitmen SKP kepada CPNS dan PPPK
dalam pencapaian kinerja Lingkup BPBD. Dibuktikan
yang direncanakan (SKP) dengan Dokumentasi dan SKP
Triwulan Il TA. 2025
2. | Pengumpulan data kinerja Pengumpulan data dan capaian Selesai
dan capaian kinerja belum kinerja masih menggunakan
menggunakan teknologi aplikasi sederhana (Exel).
informasi (aplikasi)
3. | Analisis dan evaluasi Analisis dan evaluasi Dalam penyusunan Laporan Selesai

realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja tahun-tahun
sebelumnya hanya
menginfokan satu tahun
sebelumnya.

realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja tahun-tahun
sebelumnya, upayakan
menginfokan minimal tiga
tahun sebelumnya

Kinerja Tahunan (LAPKIN) telah
menginformasikan realisasi kinerja
tiga tahun sebelumnya, sedangkan
untuk Laporan Kinerja Triwulanan
hanya dibandingkan dengan
realisasi triwulan sebelumnya.
(LAPKIN Tahun 2024 dan Laporan
Kinerja Triwulan | TA. 2025).

Malili, 07 Januari 2026
i(EPALA PELAKSANA,

sngkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670707 200012 1 002

Tanggap. Tangbas. Tangguk
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E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

TINDAK LANJUT LHE KEMENPAN-RB TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat JI. DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, 92981

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No Rekomendasi Rencana Aksi Tindak lanjut Pe“jg';g%““g S;:;”z progres LE)TJIT(B:;a

1 2 3 4

1. | Mereviu kembali perencanaan kinerja | Telah dilakukan reviu perencanaan kinerja | Kepala OPD Selesai https://drive.go
pada tingkat PD secara menyeluruh | dan dipastikan bahwa sasaran strategi ogle.com/drive
untuk memastikan seluruh sasaran | BPBD telah berorientasi hasil (outcome) ffolders/1FCJI
strategis berorientasi hasil (outcome) | dengan indikator yang SMART. Sasaran eOy_WvkWX5
dengan inidkator kinerja yang SMART | Strategis BPBD adalah Meningkatnya j32FPDsx2i6q
dan cukup sehingga dapat menjawab | Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana BFi0JP?usp=s
kinerja utama PD. dengan Indikator Kinerja Indeks haring

Ketahanan Daerah (IKD). Sasaran tersebut
mengacu kepada sasaran strategis Kepala
Daerah yaitu Menurunkan Risiko Bencana
Daerah dengan Indikator Indeks Risiko
Bencana (IRB). Jika IKD naik maka Nilai
IRB akan menurun. (Dokumen Renstra &
IKU BPBD 2021-2026)

2. | Menyempurnakan penjenjangan kinerja | Bahwa  penjenjangan  kinerja  telah| Kepala OPD Selesai https://drive.g
seluruh  PD  dan  memastikan | mengidentifikasikan kinerja Crosscutting oogle.com/dri
penjenjangan kinerja telah mampu | didalamnya sehingga terlihat koordinasi ve/folders/1IV
mengidenifikasi  kinerja crosscutting. | antar PD dalam pencapaian kinerja. VV\w90HerDPG
Hal ini untuk memastikan koordinasi | (Pohon Kinerja BPBD 2021-2026 dan JPARJENKVfPk
antar PD sehingga mampu mendorong | Penjelasan Crosscutting Lintas OPD) ABWHO3GH?
peningkatan capaian kinerja. usp=sharing

3. | Memastikan setiap indikator kinerja | Bahwa setiap indikator kinerja telah| Kepala OPD Selesai https://drive.g
yang ditetapkan diikuti dengan definisi | dilengkapi dengan definisi operasional dan oogle.com/dri
operasional dan formulasi perhitungan | formulasi  perhitungan  sebagaimana ve/folders/1h
serta sumber data yang jelas dan | tertuang dalam Dokumen Renstra dan OpP8iZpnzMq
relavan. Hal ini untuk memastikan | Perjanjian Kinerja Eselon I, lll & IV SO0WuzZSTO
pengukuran kinerja yang dilakukan | Tahun 2024 dan 2025. gATKr9oSLh
telah disertai dengan data yang relevan Q?usp=sharin
atau menggambarkan kondisi yang g

ingin dicapai sehingga data kinerja
yang dihasilkan dari pengukuran kinerja
dapat diandalkan.

Tanggap. Tanghas. Tangguk
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Agar terus meningkatkan kualitas | Bahwa dalam Dokumen Laporan Kinerja | Kepala OPD Selesai https://drive.g
laporan kinerja pada tingkat PD dan | BPBD Tahun 2024, telah memuat oogle.com/dri
melengkapi  perbandingan  capaian | perbandingan capaian kinerja terhadap velfolders/1gj
kinerja baik tingkat Pemda maupun PD | daerah lain/provinsi yang dapat dilihat HZrPHXyNR4
terhadap daerah lain atau nasional | pada Indikator Indeks Ketahanan Daerah BxKEwRhNso
yang dapat dibandingkan. Hal ini untuk | (IKD). Sedangkan terhadap nasional yaitu HOoYDXtygP?
melihat  kemajuan  Pembangunan | Indeks Capaian SPM Sub Urusan usp=sharing
daerah secara regional atau nasional. | Bencana, Dimana target nasional adalah

100%  setiap  tahun.  (BAB I,

Akuntabilitas Kinerja, hal.23,24 & 39

LAPKIN BPBD Tahun 2024).
Agar terus mengoptimalkan | Telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan| Kepala OPD Selesai https://drive.g
pemanfaatan informasi dalam laporan | informasi dalam laporan kinerja untuk oogle.com/dri
kinerja sebagai bahan masukan dalam | perencanaan kinerja selanjutnya. Hal ini ve/folders/1-
perencanaan kinerja selanjutnya baik | dibuktikan dengan penentuan target setiap 8AIJOUJJrEK
dalam penentuan target agar lebih | tahunnya mengacu kepada realisasi tahun Cwxd3RV89j2
menantang dan realistis maupun dalam | sebelumnya atau lebih tinggi dari tahun DrYSPHSg7?
penentuan  strategi yang akan | sebelumnya.  (Dapat dilihat pada usp=sharing
diputuskan agar lebih tepat dalam | Dokumen PK Eselon Il Tahun 2025 dan
mendorong  kinerja  yang telah | Matriks Sandingan Renstra & PK Tahun
ditetapkan. 2025).
Meningkatkan kualitas evaluasi internal | Bahwa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP| Kepala OPD Selesai https://drive.g
terhadap PD dengan memastikan | BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 oogle.com/dri
bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil | telah ditindaklanjuti oleh OPD dan terlampir ve/folders/1Q
evaluasi tidak hanya memperbaiki | pada Dokumen Laporan Kinerja BPBD pEVIrggM9Jk
dokumen perencanaan, namun mampu | Tahun 2024.(Matriks Tindak Lanjut LHE 7nOkyVsk4tu
mendorong perbaikan pada | AKIP Internal Tahun 2024) U-
pelaksanaan program dan kegiatan PD. 7PkcVr7?usp

=sharing
Malili, 18 Maret 2025
PALA PELAKSANA,

IP.

‘ gkat : Pembina Utama Muda
: 19670707 200012 1 002

Tanggap. Tanghas. Tangguk
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat JI. DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

TINDAK LANJUT LHE AKIP TRIWULAN Il & 1l TAHUN 2025

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No. Rekomendasi Rencana Aksi Tindak lanjut St:;ﬂile F;;ggir:ss
1. Mengoptimalkan efisiensi atas | Bahwa OPD telah melakukan beberapa Selesai
penggunaan anggaran dalam | efisiensi penggunaan anggaran dalam
mencapai kinerja sehingga | pencapaian kinerja OPD (Dokumen Lapkin
target kinerja tercapai dengan | Triwulan IV TA. 2025 Hal.9 dan 44)
baik.
2. Melaksanakan evaluasi | Bahwa OPD telah melakukan evaluasi Selesai
mandiri pada Tingkat OPD | Mandiri untuk triwulan IV TA. 2025 dengan
untuk triwulan 11l & IV. menggunakan aplikasi E-SAKIP Pro
3. Melibatkan seluruh pegawai | Seluruh pegawai telah terlibat dalam Selesai
dalam menetapkan | menetapkan perencanaan kinerja
perencanaan kinerja sehingga | sebagaimana yang telah tertuang dalam
semua pegawai peduli serta | Perjanjian Kinerja dan SKP masing-masing
berkomitmen dalam | ASN.
pencapaian kinerja  yang
direncanakan (SKP).
Malili, 07 Januari 2026
WSPALA PELAKSANA,
oo e SAL. APRIL, M. Kes
Wi TwWghgkat : Pembina Utama Muda
—=NIP. : 19670707 200012 1 002
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat JI. DR. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

TINDAK LANJUT LHE AKIP TRIWULAN IV TAHUN 2025

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Link Data Dukung

No. Rekomendasi Rencana Aksi Tindak lanjut St;g:;él‘;‘;:gir::s
1. | Mengunggah Bahwa OPD telah mengunggah Selesai
(mengupload) dokumen kualifikasi evaluator internal
dokumen  kualifikasi | dalam aplikasi E-SAKIP PRO yang
evaluator internal | terdiri dari Sertifikat Diklat Evaluasi
dalam aplikasi . Kinerja an. Chalijah, STP, Sertifikat
Latpim 1l an. dr. April, M. Kes,
Sertifikat Latpim [l an. Iskandar
Muda, S. Sos, M.Si, Maria Claret Nita
T, ST dan Sitti Hafsah, S. Sos.

https://drive.goo
gle.comf/file/d/1c
2L.5SLgelLbIMU
LLxDpfZB0Q7iJ
E7awhg/view?u

sp=sharing

Malili, 09 Februari 2026

NIP.

: 19670707 200012 1 002




